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KATA PENGANTAR 

Daerah Aliran Sungai (DPS) sejak hulu sampai hilir merupakan kesaruan 
sistem ekologi yang tersusun atas komponen-komponen biofisik dan 
sosial (human systems) yang hendaknya dipandang sebagai entitas yang 
masing-masing bagiannya tak terp;sahkan satu sama lain . Namun secara 
administratif pemerintahan, wilayah DAS hahis terhagi dalam satuan­
satuan wilayah administrasi pembangunan bbupaten dan kota yang 
sangat terkotak-ko·tak. Kondisi ini menyebabkan penanganan DAS 
menjadi tersekat-sekat, tidak terintegrasi dan sangat tidak cfisicn. 
Semangat ego-sentrisll1e kedaerah~n membuat hanyak program 
pemerintah yang dijalankan unn;k menyelamatka n ekosisrem DAS d;1ri 
kerusakan lingkungan jllstru semakin kurang operasional. !(cny:1ta:m ini 
juga seringkali memicu dan mempenajam konfJik sosi~! di~!~~~!":~ 

stakeholders ya ng ada di kawasan DAS. Terlebih setelah Undang-Undang 
(UU) No. 22 Tahun 1999, UU ~o. 25 rahun 1999 mengenai Otonomi 
Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 rentang Pemerintahan Daerah 
diberlakukan, jarak kepentingan antara sam daerah dengan lain daerah 
administratif semakin lebar semenrara derajat tekanan dan cksploit~si 

terhadap sumberdaya alam yang terdapat di masing-n'asing wil;1y~h 

semakin kuat. Akibarnya pengelol?an DAS juga semakin rerpecah-pccah 

dan dilakuka.n sangat segmented menurur kepentingan masing-masing 
pemangku otori.tas wilayah administratif yang dilalui DAS tersebur. 
Akibat kelemahan keterpaduan penanganan DAS antar wilayah 
administrasi menyebabkan penanganan kerusaka.n sumberdaya alam 
memasuki wilayah politik-administrasi organisasional yanf musykil 
penanganannya, kecliali ada pembaharuan tata-pemerintahan sumberdaya 
alam dan Iingkungan. 

DAS Citanduy merupakan salah sanl da:-i 22 DAS yang tcrgolong kritis 
dan menghadapi masalah kri~is-eko:ogi (erosi dan sediment;1si sena 
bahaya banjir) yang serius di Indonesia. Berkenaan dengan iw, Pusat 
Swdi Pembangunan, Institut Pertallian Bogor didukung oleh Partnership 
for Governance Reform in Ind:mesia - UNDP melakukan studi - ' aksi 
"Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-pamong Sumberdaya" Alam 
(Decentralized Natural Resources Management and Governance 
System) Daerah Aliran Sungai Citanduy" deng~ll IIwngcdl'p,1llbn 
konsep Environmental Governance Partnership System - EGPS atau 

- -- - -" 
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Sistem Tata-pemerintahan Lingkungan Bcrmitra (STLB) . Kegiatan ini 
m(ncoba menemukan sistem pengelolaan DAS secara bersama-sama 

(multipihak/multistakeholders) dengan pendekanm kemittaan-partisipatif. 
Empat prinsip yang hendak ditegakkan pada konsep mta-sumberdaya 
alamllingkungan bermitra , adalah: (1 ) prinsip keberlanjumn; 
(2) partisipasi artinya, penyelamatan ling\..:ungan harus melibatkan SClllua 

pihak; (3) kemittaan (partnership) artinya, para pihak didorong unruk 

saling bekerjasama dan mengelola konflik pada tingkat yang sehat; serra 
(4) desenttalisasi, artinya penyelamatan DAS tetap berada pada koridor 
prinsip-prinsip otonomi daerah. 

Buku ini lebih mempakan investigasi teoritik dan konStTuksi teoritik yang 
d~bangun dari hasil studi - aksi "Desentralisasi Pengelolaan dan Sisrem 
Tata-pamong Sumberdaya Alam (Decentralized Natural Resources 

Management and Governance System} Daerah Aliran Sungai Citanduy". 

Penulisan buku ini bertujuan untuk menYUSlin sebllah bangun illllu 
pengetahuan tentang tara pengelolaan sumberd;lya alam common 1>00/ 
resources (CPR) daerah aliran sungai yang berprinsipkan desentralisme, 
partisipasi, kemitraan dan keberlanjutan . Buku ini diharapakan 
rnemberikan konttibusi terhadap ilmu pengetahuan terutama di bidang 

Kelembagaan dan Pengembangan Kelemb"gaan Lokal, Ketatalaksanaan 

Pengelolaan Sumberdaya Alam CPR, Politik Ekologi CPR, Gender dalam 
CPR, Ekonomi CPR, Sosio-kulrural Aspek dalam CPR, Farming System 
dan Peta Agro-Ekologi, Aspek Sistem 5.konOl'li Rumahtangga Komunitas 
Lokal, dan Ekonomi Kelembagaan. Para peneliti dan penulis bukll ini 
memiliki komitmen dan tanggung jawaL akademik unnlk menuangkan 
gagasan serta hasil analisisnya cialam sebuah formulasi yang 
memungkinkan publik akdemik dan masyarakat awam memahami kaitan 
erat antara Governance System dan Sistem Ekologi CPR (DAS). Upo)'<l 
formulasi gagasan berdasarkan temuan empirik dar: lapangan diarahkan 
kep1.da usaha untuk memperkaya khasanah ilmll pengetahuan tentang 
tata pemerintahan sumberdaya alam dan lingkungan. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada piha~-pihak yang ikut 
mengawal sl11di-aksi ini sejak awal hingga akhir, )'<litu Dr. HS Dillon, Dr. 

Marcellus Rantetana, dan Bapak Fahmi Wibawa dari Parrnmhip fc)r 

Governance Reform in Indonesia-UNOP, Lembaga Penelitian dan 
Pell'berdayaan Masyarakat-Instit·.tt Pertanian Bogor, dinas/insransi el i 

kabupatenlkota di kawasan DAS CitandllY (Kabupaten Tasikmalaya, 
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Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, KOla Banjar dan Kabllpatt'n 
Cilacap), Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah terutanla 
Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Propinsi Jawa Barat dan Jawa TcngF,h 
dan Balai Pengelolaan DAS Cimanuk-Citanduy serta Pemerintah Pusat 
(terutama BAPENAS, Departemen Pekerjaan Umu11l, dan Departemen 

. Kehutanan). Tak lupa ucapall terima kasih juga penulis sampaikan 
kepada para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat luas di 
DAS CitandllY dan semua pihak yang slidah memllngkinkan kcgiatan 
snldi-aksi ini berlangsung. 

Bogor, Mel 2005 

Tim Penulis 
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PENGANT AR DARI KEMITRAAN 

Dalam era desenttalisasi dan otonomi daerah saat ini, badan-badan 
pemerintahan lokal mempunyai peran sangat penring termasuk dalam hal 
melindungi lingkungan dan sUPlberdaya alam di Indonesia. Namlln 
ternyata lembaga-Iembaga tersebut seringkali harus menghadapi 
tantangan berat dalam menyesuaikan diri untuk menjalankan 
kewenangan mereka yang baru. Tantangan terbesar adal::th minimnya 
kemampuan pemerintah daerah dalam menanrgapi masalah lingkungan 
dan konsen'asi sumberdaya alam yang dimilikinya. 

Tantangan paling berat dalam manajemen sllIr.\;erdaya alam adalah 
Pengelolaan dan Sistem Tata-Pamong Sumberdaya Alam (Natural 

Resources Management and GcxJernance System). Pola pengelolaan ini 
mengalami perubahan yang sangat dramatis, mengikuti perubahan sosial­
politik dan kelembagaan yang berlangsung di aras makro sistem sosial­
kemasyarakatan. Dengan runtuhnya rejim kekllasaan polirJe Orde BanI 
yang dikenal represif dan otoriter pada tahapan akLirnya, mab 
kesetimbangan kekuatan politik bergeser kepada penguaran ciq,i! society. 

Pergeseran orientasi tatanan sosial-politik nasional terscbut pada 
gilirannya telah menclorong perubahan rejim tata-pengelolaan 
sumberdaya alam (natural resource m(magemenL regime and governance system) 

di tingkat beragam cluster ekosistem lobi dan regional. Dari sudllt tata­
nilai, pergeseran itu berlangsung dari orientasi yang bersifat state·oriented 

natural resource management s),sterr, ke orienta~i yang menghargai pola-pola 
berbasis kekuatan lokal atau community·based natural resource management 
system. 

Seiring dengan menguatnya otoritas lobI dan Jaya-tawar dari kckuafan 
masyarakat sipil maka akses pihak-pihak tersebut unruk melakubn 
pengaturan terhadap sumberdaya aJam semakin besar pula .. 
Kecenderungan berlangsungnya konflik-konflik pemberdayaan 
sumberdaya alam dan konflik kepentingan dalam pengelolaan 
sumberdaya alam akan makin berpeluang unmk muncul. Pergeser:m 
orientasi ketata-pemerintahan sumberdaya alam dan lingkungan ini, 
menuntut kerelaan pihak Negara dan Swasta yang se!ama ini memiliki 
otorita~ yang kuat dan mendominasi llntuk mengurangi dominasi 
kekuasaannya. Selanjutnya sebagian "porsi" kekuasaan pengaturan iru 
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dialihkan kepada masyarakat sipil. Pola kemitraan ini dibangun sebagai 
landasan moral bagi ketiga pihak: Negara, Swasta dan Masyarakat Sipil 
dalam mengarur pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam agar 
potensi konflik clapat dikelola secara lebih produktif dan bermanfaat bagi 
semua pihak dan bukannya menghancurkan. 

Daerah Aliran Sungai (DAS) p'1erupakan salah satu bentuk common pod 
resources yang memiliki open acces ~ehingga keccnderungan terjadiny:; 
konflik kepentir_gan da1am pengelohan sumberdaya a1am cukup besar. 
Srudi-aksi yang di1akukan oler. para peneliti dari Pusat Studi 
Pembangunan-lnstitut Perranian Bogor dengan dukungan KEMITRAAN 
(Part',lership for Governance Reform) berusaha mcncari solusi tepat llnruk 
meredam konflik-konflik kepenting:m tersebut. Gagasan pembaharuan 
sistem tdta-pemerintahan sumberdaya alam dan lingkungan yang 
ditawarkannya adalah ide segar yang sangat bermakna 'tidak saja dalam 
men'benahi ketata-pemerintahan administrasi lingkllngan-fisik, namun 
juga bermanfaat bagi upaya pelestarian, eksistensi wmber-sumber 
kehidupan. Dengan demikian, publik mendapatkan dlla bcnruk 
keuntungan sekaligus, yaitu hadirnya infrastrukrur ke1embagaan 
penr:elolaan sumberdaya a1am dan lingkungan yang 1ebih dapat diterima 
secara sosio-kultural, da:J. jaminan kelestaJ:ian sumberdaya dam yang 
secara fisik akan dapat mengamankan perekonomian mereka. 

Da1am buku "Pembaruan Tata-Pemerintahan Lingkungan: 
Menciptakan RlIang Kemitraan Negara-Masyarakat Sipil-Swasta" 
dljelaskan/ dipaparkan banyak hal rentang remuan e:npirik dan 
penga1aman-penga1aman 3ari hasil-hasil penelitian telllatik yang 
dilakukan selama kurang 1ebih saw tahun da1am studi-aksi 
Environmental Governance Partnership System_ Buku ini mempunyai 
nilai yang sangat berarti dalal:l upaya mencari format yang tepat tentang 
tata-pemerintahan sUll1berdaya a1am dan lingkungan yang baik (good 
natural resource and environmemal governance). Buku ini juga melihat 
keberadaan sumberdaya alam (air, hut:m dan tanah) secara komprehensif 
dimana tidak saja cita-cita ke1esrarian a1am yang ditujll, namun juga 
kesejahteraan masyarakat. Semen tara persoa1an pembaharllan , tam­
pemerintahan sumberdaya a1am belum diatur secara terinci oleh Undang­
Undang No. 32 Tahun 2004, maka bu:Zu ini memberikan scbuah 
cakrawala bam tentang pentingnya dimemi sumberdaya alam masuk d'ln 
diperhinmgkan secara cermat dan seksama dalam kebijakan daerah. Buku 
ini penting untuk diketahlli bagi ka1angan akademisi, aparatur 

~ ----
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pemerintahan dari tingkat lokal sampai pusat. !embaga swadaya 
masyarakat. dan pihak-pihak lain yane memiliki minat terhadap tara· 
pemerintahan sumberdaya alam dan lingkungan sebag.li rcfcrensi yang 
mencerahkan. 

Buku ini tersusun atas kerjasama yang baik antara KEMITRAAN dcngan 
Pusat Studi Pembangunan (PSP), Institut Pertanian OOg0r. Mudah· 
mudahan gagasan-gagasan yang terdapat dalam buku ini dapat menjadi 
inspirasi awal untuk pengelubangan w?cana lebih lanjut tentang si3tem 
tata-pemerintahan sumberdaya alam di Indonesia. termasuk memikirkan 
konsep sumberdaya untuk rakyat yang terpinggirkan. Sehingga pada 
akhirnya, pengelolaan sumberdaya alam 'f3.ng baik akan rnemberikan rasa 
keadilan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. 

Dirckrur Ebckutif 

H.S. Dillon 

_. _. 



Pembaharuan Tata-Pemerintahan Lingkungan : 

Kata Pengantar 

Pengantar dari Kemirraan 

Daftar lsi 

Daftar Tabe1. 

Daftar Gambar 

BAG IAN I: PENDAHUI.UAN 

DAFTAR lSI 

L Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-Pemerintahan 
Sumberdaya Alam DAS Citanduy 

BAGIAN II: ANALISIS BIOFISIK 

2. Perubahan Penurupan/Penggllnaan Lahan, Degradasi Lahan 
dan Upaya Penanggulangannya : Srudi Kasus di Daerah 

"iii 

i ' 

v 

vi ' 

vii 

ix 

Aliran S'Jngai Citanduy 18 

BAGIAN III: ANALISIS SOSIAL EKONOMI 

3. Sistem Ekonomi Rumahtangga K:)munitas Lokai di Daerah 
Aliran Sungai Citanduy 41 

4. Tinjauan Ekonomi Kelembagaan dalam Sistem Pengelolaan 
Sumberdaya Alam DAS CitandllY 54 

5. Kerusakan Hulu dan AkiLarnya di Hilir pada Daerah Aliran 
Sungai Citanduy 69 

BAG IAN IV: ANALISIS ~OSIAL KELEMBAGAAN 

6. Kajian Aktiviras Reproduktif dan Produktif Perempuan 
dan Kaitannya dengan Pengelolaan Sumberdaya Alam 81 

7. Pengetahuan Lokal dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sllngai 
Citanduy 92 

8. Kelembagaan Komunitas Lokal dan Proses-Proses Kebijakan 
dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citanduy 121 

Bt,GIAN V: ANALISIS SISTEM TATA-PEMERINTAHAN LlNGKUHGAN 

9. Keragaan Kelembagaan Lokal dalam Perspektif Pengelolaan 
Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat: Kasus Desa Model 
Daerah Aliran Sungai Citanduy 155 



Pembaharuan Tata·Pemerintahan Lin~kungan : ix 

M~.P.~'! !-.'"!!!'! .l<5.e.T!:.i::"Ilf!'.li~f~T~ .. ~~.a!~~[_S.i~i.~~~u~~. _. _. _. _ . _ . _. _ . _. _. _ . _ . _. _. 

10. Analisis Politik Ekologi Sistem Tata·Pemerintahan 
Sumberdaya Alam: Common Pool ResClurces Daerah Aliran 
Sungai Citancuy 176 

11. Dewan Sumberdaya Air: Analisi5 Kelcmbagaan dan 
Organisasional 210 

BAG IAN VI: SINTESIS 

12. Konsepntalisasi Sist~m Tata Pemerintahan Lingkungan 
Bermitra: Upaya Menciptakan Good Partntrship-Based 
Environmental Governance System pada Sumberdaya Alam 
Milik Bersama 231 



10 
Analisis Politik Ekologi Sis tern Tata­
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Arya Hadi Dharmawan 

LATAR BELAKAHG: RELEVAHSI PERSPEKTIF PO!.ITIK EKOLOGI 

Keresahan dan keprihatir.an yang meluas di beragam kalangan masyarckat 

atas rusaknya lingkungan dunia (global em'ironmental degradation) -

tennasuk pada satuan meso DAS - muncul sejak terkuaknya realitas 
kerusakan yang menjadi ancaman terhadap kehancuran biosfer (planet 
bumi secara keseluruhan) dan mengancam kelestarian alamo Selain it'l 

fenomena penghancuran hujan hutan tropis (tropical rain forest) yang terus 
berlangsung telah menjadi keresa.han masyarakat luas pula. Bila 
pepohonan punah di kawasan huran, diperkirakan suplai oksigen ke 
permukaan aKan berkurang dengan sangat signifikan. Penggllnrlllhn 
hutan yang semena-mena juga mengancam hilangnya plasma nutfah 
(keragaman hayati - biodi1l~;sity yang penting bagi dunia medis dan 
fa~-masi), merosomya cadangan air tanah, serta ancaman banjir sekaligus 
proses penggurunan (desserti{icatiun process). Ancaman kemiskinan dan 
ketidakpastian (poverty and. economic uncertainty) adalah bahaya berikutnya 
yang mengancam manusia. 

Se:nentara itu, stTuktur sosial masyarakat dan budaya lokal juga terancam 
lumpuh oleh masuknya kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi supra-Iokal 
yang setiap saat berusaha mengoyak sumberdaya alamo Oleh kan:na :tll, 
sebagian pihak memprihatinkan dampak sampingan kehancuran 
lingkungan pada hancurnya struktur sosio-budaya masyarakat atau 
komunitas asH suatu kawasan. Asset kultural terbesar yang dikhawatirkan 
hilang adalah lucal and indigenous knowledge ten tang pengelolaan 
sumberdaya alam dan pengeta~uan tentang obat-obatan yang segera 
musnah dengan tercabumya komunitas lokal dari habitat setempat. 

Pada intinya, kegiatan ekstrahi alam dan penggerusan sumberdaya seper~i 
aktivitas penggundulan hutan dan eksploitasi sumberdaya lahan 
berlebihan telah memperhadapkan riga pihak kepentingan berada di 
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"ruang-konflik" kepentingan yang sulit dicarikan soillsinya. Sektor swasta 
yang menganut paham utilitarianisme-kapitalisme biasanya 

merepresentasikan kekuatan ekonomi pengeksploitasi sumber-sumber 
kehidupan alamo Sektor negara - yang diwakili oleh pemerintah, biasanya 
mengemban missi pelayanan-pubtk atall regulator sehingga cenderung 
konservatif. Meski demikian, ciri konservatisme bukanlah ciri permanen, 
manakaia kekuasaan negara berkulaborasi erat dengan kekllasaan 
kapitalis, akan segera dihasilkan aliansi kekuatan otoritarian-oportllnis 
yang menekan posisi Dolitis masyarakat luas dan sumherdaya alamo Sektor 

md.syarakat sipil, yang seringkali mewakili seemen berideologikan welfare­

idealis:n cenderung mengembangkan sikap politik sosialisme-populistik 
meski dalam alam demokrasi yang liberal sekalipun. Dalam prakteknya, 
sektor sipil biasanya berisi koiaborasi beragam organi::asi non-profit 
(Ornep) dalam memperjuangkan kehendaknya. 

Pertarungan kekuatan, hubungan kekllasaan dan exercise of pC'tuer masing­
mas:ng pihak yang berlangsung sec.ara dinamik, membenruk konfigurasi 
tata-pemerintahan atau formasi eko-politik yang kha3 di suatu kawasan 
DAS. Sistem politik ekologi di Daerah Aliran Sungai Cintanduy tampak 
sangat jelas merepresentasikan proses pelancaran pengaruh dan 
perjuangan beragam kekuatal'l sehingga membentuk konfigurasi 
hubungan kekuasaan dan kepentingan eko-politik yangciinamis. Oleh 
karena itu, dalam kajian pembaharuan sistem tata-pemerinrahan 
sumberdaya alam dan lingkungan di DAS CitandllY, perspektif politik 
ekologi menjadi alar analisis yang sangat essensial perannya. 

Perkembangan mutakhir kajian atas persoalan lingkungan pada pasca 
dekade 1980an n-.engantarkan para scholars sena akademisi 'lmu-ilmu 
lingkungan dan sosial-ekologi kepada kajian dinamik pada disiplin ilmu 

ekologi. Pada masa awal, kajian-kajian dinamis ekusistem difokuskan pada 
llpaya me!ihat bentuk dan dinamika reia.li-kepentingan serra r~la.si-relasi 

kekuasaan (power-relation) dalam sistem sosial-ekologi, yairu anra ra dua 
kutub bersebtrangan nature and socio-culwre. 

Analisis eko-dinami~ selanjurnya mengantarkan fase pemikiran pada 
pentingnya untllk memasukkan perspektif politik ekonomi pada tatanan 
sistem sosio-ekologi di suatu ekosistem tertentu termasuk dalam hal ini 
kawasan daerah aliran sungai (DAS). Dalam konteks etnografi­
kontemporer, dimensi politik ekonomi mengantarkan kajian sosie­
ekologi pada pentingnya pemahaman cultu.ral-suT\lival atas formasi norma 
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dan kelembagaan yang dibangun secara genuine oleh komunitas atau 
rnasyarakat lokal vis a \Iis kekuatan sosial ekst':!rnal. Smdi-stucli pad a ranah 
ini memfokuskan diri pada upaya masyarakat ash untuk mempertahankan 
sis tern sosio-ekologi mereka ditengah-tengah bekerjanya kekuata,1-
hkuatan modal dan sosio-politik peneka'1 aras sumberdaya kehidupan 
mereka. Sisrem sosial-kemasyarakaran yang mampu memenangkan 
pergulatan melawan kekuaran penekan dari luar sistern akan dapat 
rnelanggengkan cksisrensi mereka - dan meneruskan kehidupannya 
hingga generasi berikurnya. Semenrara bagi sistem sosio-kultural lokal 
yang ridak mampu melakukan penyesuaian dan ridak mampu bersaing, 
akan mengalanti proses maladaptasi dan kepllnahan. Tcnnaslik dalalll 
perhatian cultural survival adalah ketahanan bentuk-bentuk asli sisrern tata­
kelembagaan dan rata-pem.::rintahan lokal yang memelihara kelangsungan 
surnberdaya aIam di suatu kawasan. 

Perspektif polirik ekologi menjadi penting sebagai iool unruk menganalisis 
pembaharuan tata-pemerintahan sumberdaya alam dan lingkungan di 
DAS Ciranduy Jawd Barat dan Jawa Tengah, brena kawasan terse~.)l\t 

merepresentasikan tempat bertemu dan bermuaranya beragam kekuaran 
kepentingan dan kekuasaan. Hal ini relevan sebagaimana dikc1l1ukakan 
Little (1999) bahwa: "the stw:!ies of strategy of survival in many developing 

regions which have brought abou. not only economic del,elopment but also 
(natural) degradation ... has raised tile awareness ... on ... the increased understanding 
of the interac:ion between politiwl and environmental variables .. ". Sejak saar 
itulah, pemikiran ekologi klasikal - atau cultural anthropology yang 
mr:nganalisis hanya pada konstelasi posisi manmia dan alam serta 
reproduksi budaya atas interaksi manusia dan alam sonata-mata -
uirasakan hanya menyediakan ruang-analisis yang terlalu sempit dan tak 
mencukupi. Dalam perspektif politik ekologi kontemporer, interaksi 
manusia, masyarakat dan ala.m di suam kawasan dilihat secara sangat 
dinamis hingga pada bekerjaf'ya kekuatan-kekuatan sosio-politik, 
kekuatan ekonorni, kelompok-kelompok dengan beragarn ideologi, aktor 
dorninan yang menguasai ranah kehidupan tertentu dalarn ekosistern, 
hingga bagaimana menjaga keserimbangan sistem kekuaran dalam 
penguasaan sumberdaya alo.m di aras mikro, meso dan makro; beserta 
reproduksi kelembagaannya. 

Pemikiran ekologi politik kontemporer menempatkan analisis ekologi 
pada aras analisis sosio-politis yang agak berbeda. Perkembangan 
rnutakhir yangberevolusi dari ptmikira.1 politik ekologi klasikal, adllah 
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munculnya fokus perbatian lItama pada cara-cara lllcmcnangkan 
perjuangan ideolcgi dan kepmtingan hingga pad a b~ragam hentuk konflik serta 
uiolation dan akibatnya daTi usaha-usaha para pihak dalam natural resources 
acquisition serta proses penguasaan akses dan kontrol pada ~umber kehidupan­
nafkah (liuelihood sources) cii suatu kawasan oleh beragam pihak (negara, 
swasta, dan komunitas lokal atau ma~yarakat sipil). Semua itu 
berlangsung dalam upaya r:1ereka untuk mempertaharlkan eksistensi 
masing-masing pihc.k dalam sistem ekologi. Politik ekologi dengan 
demikian dimaknai sebagai perspektif yang menunjuk pada analisis situasi 

dan aksi-aksi dimana taktik dan strategi dimainkan oleh para pihak untuk 

memerangkan perjuangan ideologi, cito·dta dan tujuan masing·masing terkait 

dengan kepentingan mereka atas kontrol dan pemanfaatan sumberdaya alam 
atau lingkungan di kawasan tertentu". 

Substansi pokok yang diperjuangkan dalam arena politik ekologi selalu 
memfokuskan diri pada bagaimana keadilan-ekolugis dan keadilan sosial. 

ekonomi tercapai serra terbagi merata. Politik ekologi Juga memperhatikan 
gejolak dinamika perubahan sistem-sistem ekologi (permasalahan 
lingkungan) yang muncul sebagai akibat bekerjanya kekuatan ekonomi, 
sosial, dan politik-kekuasaan di sua~ kawasan (dalam hal ini DAS 
Citanduy). Wacana mutakhir persoalan sosio-ekologi selalu mengkaitkan 
tiga macam "ruang kehidupan" terpenting, yaitu: 

1. People, dimana penduduk atau ir:.dividu-individu beserta k0111unitas 
manusia dengan segala kepenringannya mempertaruhkan ~ksistensi 
dan mengamankan sistem nafkah (livelihood security system) mereka. 

2. SOCiety, dimana manusia membentuk masyarakat d;ln sistem 
kemasyarakatan. Termasuk clalam hal ini adalah negara (state) 
sebagai kesatuan dad keselu'ruhan bangun/srruktur masyarakat dan 
sistem pengantran (regulatory.system) yang dijabnkan di dalamny;l. 
Sistem-sistem alokasi sumberdaya dan pertukaran ekonomi yang 
membangun kesatuan sistem ekonomi juga berada dalalll wang ini. 
Dalam society didap<. ti pula kelembagaan-kelembagaan pengatur serra 
teknologi dan ciTi-kebudayaan yang memelihara kehidupan manusia, 
dikembangkar. dan dilestadkan antar generasi. 

3. Nature, dimana non·human society (tumbuhan, hev/an, benda tak 
hidup baik bersifat man-made substances atallplln yang natural 
substances), berusaha mempertahankan diri, di dalam wang atal! 
ekosistem yang makin sempit oleh desakan popu!asi manusia . 



uA""na,...!t"'·sU ... S .... U..,ce"'m ... T.I..!a...,ca-""P'-"<J,!!m...,.rnJ.!!·n""ca""M""n!...l'djnl!J:g""ku~n""[a."n~ _____________ t 80 

Ketiga aspek ini menjadi sebuah bangun triangulasi yang satu sama lain 
saLng terkait dan saling pengaruh-memengaruhi. Artinya 
ketidakseimbangan di sam tirik akan mempengaruhi ketidakscimbanv.an 
di dua titik yang lain dan sebaliknya. 

Pada kebanyakan wacana publik (public discourses) yang terkait dengan 
masalah lingkungan dan berkembang hinga saat ini, menunjukkan bahwa 
pendekatan untuk mempertautkan tiga "ruang kehidupan" dari per5~)I:~k:tif 
bio-fisikal semata-mata, tidaklah mencukupi untuk mendapatkan solusi 
jitu penanganan masalah liugkungan. Mengapa? Karena, !>ada setiap 
persoalan lingkungan selalu terkait dimensi sosial.kemas:yarakatan, 

kelembagaan, sosio-kultural, dan perjuangan ideologi dan kepentingan yang tak 
bisa diabaikan begitu saja. Pelajaran di lapangan mengajarkan bahwa 
perjuangan di ",wilayah" politik (dalam berbagai aspek juga me lip uti 
"wilayah" hukum) sulit dihindarkan dalam hal ini. Sejak saat itu 
ilmuwan ilmu-ilmu sosial telseret sekaligus terpanggil untuk ikut 
mengamati secara disiplin, pl!rkembangan masalah lingkungan dan 
perumusan solusinya di berbagai aras kehid).,lpan sosial kemasyarakatan. 

Da:am perkembangannya, politik ekologi lingkungan juga berurusan 
dengan analisis atas proses-proses pengambilan keputusan/kebij:1kan 
publik dan tata-pemerintahan di bidang lingkungan (environmental 
gooemance and public policies processes). Melihat skope-kajiannya yang 
"tajam-menukik" pada konstelasi kckuasaan dan pengaturan siasat 
kepentingan terhadap pemanfaatan dan kontrol sumberdaya alam, maka 
sesungguhnya politik ekologi adalah sekedar "ujung" sebuah "kerucut 
keilmuan", dimana untuk bisa bekerja secara efektif dalam menganalisis­
mengupas-dan-menelaah serta menyelesaikan persoalan lingkungan/ 
ekologi deng1n tuntas, maka disiplin ini memerlukan "bantu an" alat-alzr 
analisis lain yang "disuplai" dari berbagai cabang ilmu penyokongnya. 
Dukungan piranti analisis dad ilmu serum pun terutama datang dari 
disiplin sosiologi-lingkungan, antropologi, ekologi-manusia atau ekologi 
sosial (social-e:ology), ilmu po;itik, hingga ilmu biologi-kimia, dan bio.fisika 
pertanian. Oleh karena itu, dalam analisis tata-pemerintahan sumberdaya 
alam dan lingkungan DAS Citanduy, analisis politik-ekologi sifatnya 
melengkapi kajian dari disiplin lain yang terkait. 
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TEORI KEGAGALAN KELEMBAGAAN 01 "RUANG" NEGARA 

Sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di suaru daerah 
alir:m sungai - DAS - (tidak t<!rkecuali dalam hal ini, 'DAS Citanduy yang 
melintasi lima wilayah administratif kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 
Barat dan Jawa Tengah) menghadapi babakan baru persoalan kultural dan 

f 
stiuktural pada sistem tata-pemerintahan lingkungan (cultural and structural 

dimensions of environmental governance7 problem) yang cendemng makin 
kumpleks dimmsinya sejak kepumsan polirik "otonomi daerah" (OTDA) 
sesuai UU No. 22/1999 atau undang-undang penyempurnaannya (UU 
No. 32/2004) disahkan dan dijalankan. Terdapat inrerprerasi berlebihan 
atas kebijakan otonomi daerah pada tata--:ara pengelolaan ~umberdaya 
alam di DAS Citanduy oleh masing-masing pemerintah administratif 
kabupaten/kota. Interpretad berlebihan itu tercermin pada ringginyd 
hasrat politik otor!tas kabuparen/kora untuk menguasai secara mutlak 
sumberdaya alam (common poat lesouTces - CPR seperti DAS) yang melintas 
di kawasan administratif mereka masing-mas;ng dan mengabaibn 
kepentingan atau hak pemanfaatan daerah tetangga aras CPR yang samr. 

Dengan UU OTDA, otoriras adminis:rarif pemerinrah daerah 
kabupaten/kota tidak dapat lagi bersikap f1eksibel dan mengh~rmati 
mutual-interest terhadap pemangku otoritas administrasi p~merintahan 

tetangganya, utamanya dalam mem~.ndang keberadaan otoritas 
administratif tetangp,a dalam mtmanfaarkan sumherdaya alam sekawasan. 
Kepumsan politik OTDA justru relah dip?ndang sebagai jusrifikasi dan 
"peluang" penting unmk makin mengukuhbn kiaim-sepihak dan sikap 

7 Govemance (tata-pemerintahan) merujuk pada pengertian: "the sum of the many ways individuals 
rnd institutions, public and private, manage their common affairs. It is the continuing process 
through which conflicting or diverse interests may be accommodated and co-operative action may 
be taken" (Commision on Global Govemilnce da/am Weiss, 2000). Sementara itu World Bank 
(dalam Weiss, 2000) memberikan batasilfi tata-pemerintahan atau gOl'emance sebagai: "tre 
mc;nner in which power is e.~ercised in the management of the c('untry's economic and social 
resources". Tiga aspek penting sistem tata-pemerintahan adalah: (1) bentuk rezim (pengaturan) 
politik, (2) proses menjalankan kewenangan dalam pel1'1bangunan, (3) kapasitas pemerintahan 
untuk melakukan desain dan formulasi kebijakan serta implementasi kebijakan. Sen ada dengan 
Bank Ounia, United Nation Developmer:t Program - UNDP (dalom Weiss, 2000) memberikan 
pengertian tata-pemerintahan sebagai: "the exercise 01 economic, political and administrati,B 
authority to manage a country's affair at al/ /evp./s. It comprises mechanism, processes and 
institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, 
meet their obligations and mediate their differences' . Sistem tata-pemerintahan sumberdaya alam 
dan lingkungaro, dengan demikian mencakup paling tidak aspek-aspek berikut: (1) mekanisme 
menjrllankan rezim politik sUfTobe~daya alam, (2) kewenangan pemerintahan,(3) kelembagaan, (4) 
katJasitas mengantisipasi perbedaan dan konftik kepentingc.n pemanfaatan sumberdaya alam. 
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egosentrisme atau absolutisme dalam menguasai sumberdaya ahull (CPR) 
DAS yang melintas di wilayah administratif mereka. Pada titik ini, 
terbentuklah mentalitas self-centeredness yang mengeras dalam sistem tata· 
pemerintahan lingkungan. Sibp tersebut selain menafikar; asas-asas 
pemanfaatan bersama atas kesaman hidrologi.fisik DAS, juga telah 
Inengesamringkan asas-asas solidaritas sosial, perasaan sekesaman 
kawasan;' dan semua nilai-nilai kebersamaan ywg pada masa lalu (~ra 
~entralisme) pernah terpelihara dengan baik. Di3torsi pemahaman 
penguasaap. dan pemanfaatan sumberdaya alam CPR pad a era OTDA 
menyebabkan konflik sumberdaya alam amar pemangku otoritas 
sekawasan menjadi sangat mudah meletup. Salah sam faktor penting yang 

Inenjelaskan menguatnya sikap self-centeredness pada dasarnya adalah 

l~ebutuhan financial survival daerah, sejak era OTDA bergulir. Kebutuhan 
Ilnruk menghimpun sumber pendanaan daerah clemi berjalannya fungsi. 
fungsi pemerintahan kabupaten/kota yang- bersangkutan, telah 
mendorong masing-masing pemerintah daerah mengeksploitasi habis­
habisan sumberdaya alam yang tftsedia di kawasan administratif mereka. 
Masing-masing pemerintah daerah tidak lagi menghormati DAS sebagai 
CPR yang seharusnya dijaga secara bersama-sama. Hingga titik ini, derajat 
susceptibility (kerawanan) DAS terhadap terjadinya "tragedi kehancuran 

bersama" meningkat ~ajam. Semangat , eksploitasi berlebihan (incnne 

earning driven motivation) dan berkelilbangnya ego-wilayah/ ego-sektoral 
menjadi faktor-faktor kuat yang menjelaskan mengapa tragedi kehancuran 
sumberdaya alam milik bersama makin berpeluang terjadi pada era 
OTDA What juga studi Dwiyanto et. al 2003). 

Masalah klasik DAS tahap berikutnya adalah kemungkinan munculnya 
konfIik sosial (baik yang horisontal ataupun vertikal), yang cenderung 
membesar sebagai akibar menipisnya ketersediaan sumber pangan dan 
sumberdaYR alRm bagi kehidupr.n masyarakar. Dalam keadaan sckar-sckar 
otonomi daerah bekerja sanga~ ketat, maka gejala "tragedi kehancuran 

bersama" atas eksistensi sebuah CPR dapat berlangsung kapan sa.ia dan 
sulit unruk bisa dihentikan. Hanya sam hal yang dapat meng'Jrangi 
derajat tekanan ekologi CPR tersebut yaitu kesiapan masing-ITIRSing pihak 
(pemerintah daemh) unruk membangun saling-pengertian dan jejal ing 

kerjasama amar pihak berbasiskarl kesepahaman dan llilRi-nilRi solidaritas, 
kemitraan, dan kesatuan. oila infrastruktur wang koordinasi dan 
komunikasi antar pihak/wilaya h tak terbentuk, maka persoahm-persoalan 
klasikal tersebur akan terus-menerus mengantarkan krisis sosio-ek')logis 
CPR masuk ke tataran yang makin sulit dicarikan jalan keluarnya. Dari 
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perspektif ini, krisis scsial-ekologi DAS Citanduy h~nya akan dapat diatasi 
bila sistem regulasi negara berhasil dalam menjamin berlangsungnya 
sistem tata-pemerintahan dalam . pemanfaatan sumberdaya alar1 yang 
memadai dan lestari. Artinya, kegagalan "ruang" negara clalam 
memelihara keselarasan langkah kebijakan dalam sistem manajemen 
DAS, akin mengakibatkan kehancuran ekosistem milik bersama yang 
sangat memprihatin1.<an. 

TEORI KEGAGALAN KELEMBAGAAN 01 "RUANG" MASYARAKAT SIPIL 

Salah satu asumsi dasar langkah pembaharuan tata-pemerintahan 
lingkungan adalah adanya asumsi "kegagalan kelembagaan8

" di ruang 
kekuas;;,an masyarakat sipil atas pengelolaan sllmberdaya alam di kawasan 
DAS selama ini. Secara historis, perspektif institusionalisme lingkungan, 
n~.emberikan pelajaran bahwa kegagalan berfungsinya tata-kelel~1bagaan 

dalam sistem pem~rintahan (governance system) yang partisipatif dan efektif 
serta efisien dipandang tdah menyebabkan makin serillsnya krisis ekologi 
(ecological crisis) berlangsung di kawasan DAS (Citanduy). 

Kegagalan kelembagaan itu antara lain disebabkan oleh lemahnya 
kapasitas kontrol para pemegang otoritas kebijakan slImberdaya aiam dan 
lingkungan (public sector capacity to perform its core functions) dan 
keterlambatan suatu sistem menyecliakan infrastrllktur kelembag'la n yang 
memadai dalam era transformasi sistem administrasi/kebijakan 
lingkungan dari fase sentralisme ke fase desentralisme. Krisis 
kelernbagaan tersebut berlangsung, karen a adanya kegagalan non-state 
organizations atau civil society associations (CSA) untuk membentllk 
netwnrkin£, cbn aliansi yang kuat dian tara mereka sebagai kekuatan 
penyeimbang institusi negara daiam tata-pemerintahan lingkur.gan yang 
fair. Ketidakseirr.bangan kekuatan inilah yang menyebabkan kontrol tidak 
terjadi. Situasi opresif berlangsung, karel11 posisi CSA terdominasi dan 
dikooptasi oleh negara dalam banyak hal. Kelemahan kapasitas 
koordinasi dari organisasi gerakan sosial {social movement organizations 

8 Kelembagaan didefinisikan sebagai • rules of the games, regulations, atau y.onvensi yang 
menc.orong sekaligus membatasi seseorang atau sekelompok orang/pihak tertentu untuk 
berperilaku·. Kelembagaan (pranata sosial) memberikan guidance kemana seseorang atau 
sesuatu pihak harus mclangkah dan pada jalan mana seseorang tidak diperkenankan melaluinya. 
Dalam pengelolaan sumberdaya alam, kelemtagaan adalah produk sosial yang muncul sebagai 
akibat proses-proses politik ~ntuk mengatur pemanfaatan sumberdaya alam, dimana 
otoritasikewenangan, hak·kewajiban, peraturan dincgosiasikan dan akhimya ditetapkan untuk 
disepakati bersama (lihat North, 1990). 

T 
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yang berintikan CSA dan Non·Gowmmental Orgunizations/NGOs), 

memiliki perhatian khusus pada bidang sumberdaya alam telah 
mengukuhkan dan melanggengkan dominasi negara (pemerinrah daerah) 
dalam mengeksploitasi sumberdaya alamo Kebijakan pemanfaatan 
sumberdaya alam dan pola pengelolaan lingkungan juga didefinisikan 
secara partikularistik tanpa menghiraukan su;:ra dad akar-rumput. ('$A 
dan NGO terus "dipinggirkan secara politis dari sistem tata-pemerintahan 
lingkungan", sehingga sama sekali tidak mampu untuk memposisikan diri 
mereka secara signifikan sekedar sebagai supplement (tambahan), complem~nt 

(pelengkap), adversaries atau bahkan opponent (pengawas kritis) yang 
menjalankan fllngsi advokasi secara korektif Qan massif (selanjutnya lihat ' 
analisis tenrang environmentrt//social movement dari Young, 2000). 

Persoalan setelah penguatan C'3NNGOs berlangsung adalah bagaimana 
menyalurkan r..ekuatan kritis mereka dalam nwng kekuasaan. Mekanisme yang 
ditempuh adalah menciptakan mang koordinasi dan komunikasi politis yang 
memadai agar anrara CSA/NGOs dengan Ncgara (plus Swasta) terjalin 
hubungan politis yang ,kondusif. uengan kuatnya strukmr kelembagaan 
di "ruang kekuasaan" :masyarakat sipil, maka kesetimbangan kekuatan­
korektif negara versus masyarakat sipil dapat terpelihara dengan baik. 
Artinya, fungsi kontrol sosbl yang selama ini tidak berjalan karen a 
infrastruktur kelembagaannya tidak lengkap, kini dapat dihidupkan dan 
direvitalisasi k~mbali. Mengapa proses "to equip the gOl'emance 'system wi!h 

political.infrastructural institutions" ini penting untuk dipertimbangkan, 
karena teori kegagalan keJembagaan welihat bahwa kekosongan 
kelembagaan kontrol, dalam jangka panjang justru akan dapat memicu 
instabi!itas sosial, tekanan d:m kor:flik sosial yang senantiasa meningka~ 
potensinya (liLat Brinkerhoff and Brinkerhoff, 2002). Instabilitas so~ial 
pada akhirnya akan rncmberikan tekanan ekologis yang berarti sehingga 

keberlanjtltan linghmgan suaru Kawasan serra kelestarian kawasan akall 

terancam. 

KAPITAUSME DAN TEORI KE:IDAKADILAN EKOL'JG1 

SeJaras dengan pendekatan keJembagaan, perspektif ekoJogisme . kJadk 
memandang bahwa kehancuran lingkungan bisa terjadi akibat dari 
berlangsungnya kegagalan dalam mewujudkan proses pertukaran 
(energi, materi dan informasi) dalam suatu ekosistem yang berkeadilan. 
Studi ekologi mencatat bahwa kehancuran lingkungan bisa disebabkan 
karena adanya ketidakseimbang dan ket.impangan pertuk2ran materi-
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informasi-dan-energi (exchange mechanism~ an tara manusia yar:.g berada di 
ruang sosial masyarabt (human system domain) versus oll mberd'lya ala111 di 
ruang non-human system (lihat Marten, 2001). Dalam hal ini sektor swastll 
yang berideologikan kapitalisme-eksploitatif dlln berintibn prinsip 
maksimisllsi profit dipandang sebagai "destruction agencies" 'i ,mg paling 
berranggung jawab atas kehancuran sumbcrdaya alamo 

Pandangan yang diilhami oleh tradisi pemikiran Marxian tersebut melihat 
bahwa ketidakadilan ekologi akan terjadi sa at sumberdaya alam terlalu 
banyak dieksploitasi melebihi kapasitasnya untuk melakukaI' regenerasi, 
demi pemenuhan keLutuhan manusia (lihat analisis tentang theory of 
environmental injustice dari Pellow, 2000). Tidak berlebihan juga bila 
dika'akan bahwa ketimpangan pertukaran inipun terjadi karena tidak 
m~madainya semangat pemihakan kepada lingkungan yang terbndung 
pada setiap keputusan politik ten tang pengel.olaan sumberdaya alam yang 
dihasilkan dan dijalankan oleh otoritas kebijakan lokaI. 

KRISIS TATA-PEMERINTAIIAN L1NGI(UNGJ..N DAN DESENTRALISASI 

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE SYSTEM 

Dari perspektif sistem adminislras.: pembangunan, akar persoalan 
kehancuran lingkungan terletak pada kegagalaI1 bekerjanya natural 

resources and environme:1tal governance system unnlk mendorong proses­
proses perrukaran ekoiogis secara efektif, efisien dan berkeadilan antara 
dua ruang yang berbeda narnun saling terikat sesamanya. Ruang tersebut 
adalah "ruang human s)'stem"dan "ruang bagi non-human s)'stem" di kawasan 
OAS. Kegagalan tata-pemerintahan lingk.ungan tampak pada adanya 
inkonsistensi regulasi antar daerah dalam menata kawasr.n DAS. Otoritas 
administratif masing-masing daerah yang berada dalam kawasan DAS 
(Ciranduy) gaga I menghasilkan kebijakan lingkungan yang sinergis secara 
lintas sistem administrasi lobI (trans-local environmental policy 

implementation). Bilamana kegagalan demi kegagalan berlangsung tl!rlls­
menerus, maka pad a akhirnya terjadilah krisis ekoJogi yang akarn'ya 
terletak pada kegagalan keseluruhan sistem tata-pemerintahan lingkllngan 
(environmental governance faifur.J). 

Pembaharuan tata-kelembagaan dan tata-pemerintahan lingkungan 
dipandang penting dilakukau, meski selama ini perspektif ekologi 
manusia kfasikal mempercayai bahwa ~istem ekologi (alam) memiliki 
kemampuan adaptasi untuk menstabilkan setiap guncangan dan 
.ke:idakstabilan, serta kehancuran ekosistem yang dialaminya tanpa 
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cam pur tangan manusia (lihat Bennet, 1976). Nal1111n, kekllatan alamiah 
untuk mendorong recovery alamiah dan proses penyesuaian diri dari 
dalam sistem ekologi DAS Citanduy tampaknya tidak mencukllPi. Alam 
terlalu lemah untuk m~ngimbangi guncangan dan proses-proses 
destabilisasi lingkungan yang telah berlangsung terus menerus dan 
berulang secara makin cepat - seiring dengan pertambahan penduduk 
dan jumlah aktivitas m:mu3ia - selama dua dekade terakhir ini. Oleh 
karena itu, intervensi segera pada tataran makro sistem sosio·ekologi DAS 
menjadi sangat penting untuk diwujl.ldkan. Pandangan ini didas:.ukan 
pada pemikiran, bahwa upaya perbaikan lingkungan yang mengandalkan 
"tanpa rekayasa kdembagaan dan tata·pemerintahan" akan sulit 
membantu proses regenensi dan stabilisasi sistem ekologi DAS Citanduy 
secara cepat. Terlebih bila idenya adalah mengembalikan status ekologis 
ekosistem DAS Citanduy kepada keadaan ideal sebagaimana yang terj<.di 
pad a 100 tahun yang lalu. Dari pertimbangan tersebut, maka upaya 
memikiran kembali untuk memperbaharui sistem tata·pemerintahan 
sumberday;. alam dan lingkung~m di kawasan DAS CitandllY (natHral 

resources and enviommental governance reform) menjadi sangat relevan dan 
mendesak untllk diwujudkan. 

Hinr;ga titik ini, banyak anggapan yang memandang bahwasanya g:lgasan 
tentang reformasi decentralization9 of governance - proses yang 

9 Salah satu batasan akademik ko~sep dp.sentralisasi adalah: "Decentralization refers to the transfer 
of state assets or power to I?cai decision making bodies, including NGOs (civil society), (Agrawal 
and Ribot, 1999 ir Lane, 2003). Semerltara itu Rondinelli and Nellis (1986) sebagaimana dikuti;J 
oleh Cohen and Peteroon (1999) mengemukakan bahwa desentralisasi adalah 'the transfer or 
responsibility for planning, management, and the raising and allocation of resources from the 
central government and its agencies to field units of government agencies, subordinate units or 
levels of government, semi autonomous public authorities or corporations, area-wide regional or 
functional authorities, or non-govemmental private or voluntary organizations'. Dalam sistem tata­
pemerintahan sumberdaya alam dan lirgkungan DAS Citanduy, desentralisasi administratif lebih 
relevan untuk didalami daripada desentralisasi politik ataupun desentralisasi spasial. Alasan yang 
mendasari perlunya melakukan desentralisasi administratif adalah adanya masalah krisis ekologi 
DAS yang akamya terletak pada sejumlah kegagalan tata-kelembagaan adminstrasi pengelolaan 
sistem ekologi di kawasan tersebut. Ada tiga bentuk desentralisasi·administratif yang dikenal 
dan penting untuk diketahui yaitu: (1) dekonsentrasi, yang menunjuk pad a transfer kewenangan 
yang berlilku bagi specified deci3ion-making, financial and management functions dari jenjang 
hirarki administrasi tertentu ke bawah, namun masih tetap dalam satu jurisdictional authority pade 
pemerintah pusat; (2) delegasi, yang menunjuk pada transfer of government decision-making and 
administralive aL'lhority untuk sebuah tug as tertentu kepada suatu organisasi tertentu yan~ 
sifatnya bisa tidak-secara-Iangsung ataupun ;ndiJpenden dan kontrol p3merintah; (3) devolusi, 
yang menunjuk pada transfer kewenangan dari pemerintan (central government) kepada local­
level governmental units yang mengemban status sebagai holding institution yang disankan oleh 
peraturan hlJkum (legislation) (Iihat Cohen and Petersor" 1999). Menurut Work (2001), devolusi 
dapat dikategorikan juga sebagai desentrali$asi 'politik' jika pengertiannya mencakup 'adanya 
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memberikan ruang lebih leluas~ bagi (utamanya) masyarakar sipil untuk 
terlibat dalam pengelolaan DAS, adalah langkah konkret yang akan 
mampu memberikan banyak solusi berarti (l)andingkan misalnya dengan 

pendapar Lane, 2003). Artinya, governance Tefoml dianggap l11<ll11pU 
mengatasi kendala-kendala akibat bekerjanya beberapa reori kegag<llan di 
<It<lS. 

Kegagalan sekto;: (administratif) negara c1alam mengawal hlesrarian 

sumq~rdaya alam DAS selama ini, te!ah m endorong munculny. 

pemikiran alternatif yang Itbih mencerminkan ciistribusi kekuasaan yang 

merata antara state dan non·state institutions. !"Zumusan yang "Iebih 
men~erminkan distribusi hak dan tanggung jawab secara merata 
direpresentasikan oleh konsep jejaring kemitraan 10 (partnership.based 

tran~fer tanggungjawab atau kekuasaan pengaturanJregulasi secara penuh dalam decision­
making, penggunaan resources, dan pE'nciptaan pendapatan, dari otoritas tunggal-negara kepada 
otarilas publik (masyarakat sipil, negara dan swasta) yang oton::>m di tingkat lakal Lan beke~a 
sec<:ra independent legal entit}'. Meski terdapat banyak kemungkinan bentuk desentralisasi 
administratif-palitik yang dapat dipilih untuk dijalankan, ,larnun yang terpenting untuk mengawali 
proses desentralisasi manajemen DAS adalah penghargaan atau pengakuan pihak negara 
lerhada~ keberadaan, aspirasi dan prakarsa 'pihak luar-negara' (masya rakat sipil dan swasta) 
yang kelak akan menjadi mitra (partner) penting dalam sistem ~engelolaan otoritas-~dministratif 
sumberdaya alam/air sungai. Oleh karen a ilu, negara sepantasnya memberikan ruang yang 
mencukupi serta akses yang lebih besar bagi kelembagaan yang menerima mandat devolusi 
otoritas manajemen DAS. Dalam hal ini devolusi dialamatkan kepada pemangku oloritas 
ling kung an di daerah tingkat kabupatenlkota bersama-sama dengan asosiasi-asosiasi masyarakat 
sipil (civil society association/CSA and institutions) dan swastCl di setiap lokalitas. Dalam sistem 
lala-pemerintahan yang sehal, semua pihak membenkan kesempalan pada GSA, Negara dan 
Swasta untuk tumbuh bersama-sama dan berperan-serta lE:bih baik. Ketiga pihak berada dan . 
diakui sejajar hak serta kewajibannya di ruang-ruang perencanaan pengelolaan DAS, dimana · 
proses komunikasi dan koordinasi tidak tersekat-sekat (jim terisolasi satu sama lain. 

10 Ker.litraan (partnershp) adalah salah satu dari enam varianltipe participalory development yang 
lerpenting. Terdapat beberapa tipelvarian model pembangunan partisipatif, dimana pihak negara, 
LSMlCSA atau masyarakat sipil dan pelaku usahalswasta, bi~a mer.jalin kerjasama. Model-model 
tersebut dispesifikasikan oleh UNDP (1999) $ebagai berikul: (1) ConSUltation: this level entails 
two-way communication, where stakeholders have the opj:ortunity to express suggestions and 
concerns, but no assurance that their input will be used at all or as they intended; (2) Consensus­
building: here stakeholders interact in order to understand each other and arrive a: negotiated 
positions which arE: tolerable to the entire group. A common drawback is that vulnerable 
individuals and groups tend to remain silent or passively acquiesce (persetujua'n pasiQ; (3) 
Decision-making: when consensus is acteJ upon through collective decisions, th;s marks the 
initiaUon of shared responsibilities for outcomes that may result; (4) Risk-sharing : this level builds 
upon the preceding one but expands beyond decisions to encompass the effects of their results, a 
mix of beneficial, harmful, and natural co~sequences; (5) Partnership (kemitraan): thi~ 

relationsiJip entails exchange among equals working towards a mutual goal. Note that equal as 
applied here is not in terms of form, structure, or function but in terms of balance of respect. Since 
partnership builds upon the proceeding levels, it aswmes mutual responsibility and risk sharing; 

,i', 
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networking) antar-beragam pcmangku kepentirlgan dan otoriras 
administratif. Inti pemikiran dari environmental partnership-based 
governance system adalah sistem tata-pemerintahan yang lebih 
partisipatif dalam menjalankan kekuasaan, dimana keterlibatan 
masyarakat sipil relatif lebih intern pad a pros'!s-proses perumusan 
kebijakan politik pemanfaatan dan pengtlolaan CPR/DAS. Bila 
dibandingkan dengan sistem tata-pemerintahan yang senrralistik atall 
government-oriented governance system, distribusi hak dan kewajiban kepada 

semua pihak lebih merata. Melalui mekanisme parrisipatif, state-failure in 
natural resources management yang dialami oleh sistem adminstrasl 
sentralistik hendak dikoreksi secara total. 

Dalam sistem politik pengeloladn sumberdaya alam, perwujudan gagasar. 
kemltraan atau partisipa~i dapat dlmaJukkan dalam rllmpun gerakan sosial 
yang memperjuangkan etika egaliturianisme. Gagasan sistem tata­
pcmerintahan yang bei'basiskan kemitraan selaras dengan prinsip 
community·based natural resources management dan mendukung penguatan 
devolved administrative authority dalam pengelolaan sumberdaya alamo 
Semangat yang hendak dibawakan dalam mekanisme yang c'!nderung 
kulektivistik-partisipatif iru adalah: (1) demokratisme dalam pengambilan 
kepurusan dan (2) participatory development dalam menjalankan fungsi­
fung.;i administrasi lingkungan. Disinilah terjadin'la wujlld devolusi 
kekuasaan tata-pengdolaan sumberdaya alam secara sejati bagi kekuatan 
sosial yang pluralistik. Dikatakan sejati, karena mekanisme kontrol yang 
dimilikinya, memungkinkan proses penyelarasan paham yang berbeda­
bed? dari berbagai pihak. Mekanisme saling mengontrol mampll 
menekan kecenderullgan dominasi kekuasaaF. runggal. 

MENGHILANGKAN SEKAT-SEKAT SISTEM KEBIJAKAN, OTORITAS, KEKUASMN 

DAN MENEKAN PELUANG TERJADINYA "TRAGEDY OF THE COMMONS" 

Pembaruan tata-pemerintahan sumberdaya alam dan lingkllllgan 
didasarkall adanya kebutuhan IIntuk menyelamatkan sistcm ckologi eli 

(6) Self-management: this is the pinnacle (derajat tertinggi) of participatory efforts, where 
stakeholders interact in leeming processes which optimise the weI/-being of aI/ concerned. 
Kemitraan adalah bentuk yang dipandang paling tepat untuk diimplementasikan dalam 
pembaharuan tata-pemerilltahan pengelolaan sumberrlaya alam di DAS Citanduy. Hal ini 
disebabkan oleh fakta bahwa setiap pemarlgku kepentingan tetap eksis dengan baik sementara 
kevlenangannya pun tidak berkurang. Namun, sebagai konsekuensi jalinan-ke~asama antar­
pihak, maka domir.asi kekuasaan-politik dari suatu Ilihak (negara) kini tidak te~adi lagi. Terdapat 
balance of power yang terpelihara dengan baik sebagai akibClt jalinan kemitraan. 
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suatu kawasan dengan pendekatan utama perekayasaan ulang 
environmental governance system. Seeara tp.oritis, beberapa persoalan 
struktural pada ' sistem tata-pemerintahan sumberdaya alam dan 
lingkungan yang dapat dikenali di bp.rbagai kawasan DAS selama ini 
adalah: (1) konflik kepentingan antar pihak pemangku otoritas 
lingkungan di tingkat pemerintah daerah yang berlangsunf, baik seeara 
horisontal (antar pemerintah daerah) maupun vertikal (pemerintah 

d'aerah \Jersu.s pemerintah pusat), (2) lack of socially legitirruLted and enforcecl. 

decisions terutama yang berkaitan dengan kebijakan yang meml'erhatikan 
kepentingan bersama di kawasan DA3, (3) tingginya rag:nn orientasi 
ideulogi dan sistem politik sumberdaya alam dan lingkungan yang dianut 
oleh masing-masing pemangku kepentingan araupun ororitas lingkungan 
pemerintahan daerah yang bisa berakibat pada muneulnya 
ketidakselarasan kebijakan publik yang diambil dan cliimplementasikan di 
kawasan DAS, (4) rendahny? partisipasi CSA/NGOs dalam peru .nusan 
keputusan politik sumberoaya alam dan lingk:ungan, (5) ketiadaan ruang 
dialog dan koordinasi antar pihak yang memungkinkan proses-proses 
koreksi konstruktif atas pola pemanfaatan sUJ11berdaya alam milik 
bersama. Dalam hal ini, dimensi kekuasaan, administrasi pemerintahan 
d'.n politik lingkungan memang teras a sangat kuat mempengaruhi 
keberlanjutan suatu DAS (Iihat Doyle and Me Eaehern, 20Cl). 

Pada titik ini persoalan membangun strllktur kelembagaan bagi 

tereapainya political control yang memadai mtnjadi ~ema penting sebllah 

proses penataan environmental governance system. Sebagaimana 
dikemukakan dimuka bahw'l dalam proses memanfaatkan dan mengisi 
"ruang kosong" kelembagaan pp.ngelola sumberclaya alam yang berciri 
multi-stakehotde:'s, maka asumsi pluralisme kepentingan tidak dapat 
dielakkan. Ruang baru bagi terselenggarallya sistem tata-pemerintahan 
lingkungan yang partisipatif dan demokratis, kelak abn mewadahi dan 
memediasi perbedaan-perbedaan kepe'1tingan dari beragam pihak 
tersebut, dan menghasilkan kesepabtan yang akomodatif bagi semua 
golongan. 

Dabm situasi dimana telah terjadi 1:ituasi "disparitas kekuasaan" yang 
sangat tajam antara negara (pemerintab daerah) dan masY~l rakar sipil -
sebagai damlJak bekerj:mya kekuatan opresif Orde Baru di masa lalu -, 

maka peluang munc.ulnya political.power domination sllatll pihak aras pihak 
la!n tetap akan signifikan pada masa OTDA saat ini. Dominasi 
kekuasaan hanya dapat ditekan kehadirannya, bila seeara struknlral 

tersedia ruang--:uang dialog ataupun :uang-ruang manajemen CPR 
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bersama yang memungkinkan akses yang adil terhadap semlla pihak 
kepada proses-proses komunikasi kritis dan aksi-aKsi korckrif. Ruang 
dialog tersebut secara kulmral juga ber~llngsi sebagai wang dimana proses 
pembelajaran politik anrar beragam elemen kekuasaan berlangsllng 
secara konstruktif. Olch karenanya, fungsi terpenting kelembagaan hasil 
rekayasa tata-pemerintahan lingkllngan dalam hal int adalah bagaimana 
menyediakan strukrur kelernbagaan yang rnernungkinkan terbukanya 
akses-akses politik agar aspirasi/kepentingan/ideologi yang berbeda-beda 
terhadap pola pengelolaan DAS terwaclahi (lihat Lampiran 1 - 6). Juga, 
kelembagaan tersebut seyogianya mampu memediasi conflicting parties dan 
perbedaan kepentingan yang dibawanya sedemikian rupa sehingga serra 
para pihak tetap dalam harmoni kese:araan, kesejajaran, solidantas, dan 
kesatuan. Kelembagaan baru tersebllt harus mampll mcngubah cara 
pandang suatu pihak terhadap posisi politis pihak lain, dari "lawan 
po!itik" arau mllsuh yang harus dielimim.si menjadi mitra yang justru 
dibutuhkan kehadirannya ([ihat analisis Whitford, ' 2002). Persoalannya, 
mungkinkah sernangat menciptakan tata-kelembagaan baru tersebut 
diwujudkan dalarn era OTDA? Apa yang seyogianya dilakllkan, jika UU 
OTDA justru cenderung menetra!isir hadirnya wang-wang perencanaan 
dan komunikasi-kritis yang partisipatif di tingkar daerah? 

Kebijakan sumberdaya alam dan lingkllngan yang lokalisrik dan rcrsekar­
sekat dimana tiap otoriras membawa kepentil1gan-kepentingan politik 
yang bercirikan "self-centeredness" demi masing-masing institusi, tidak 
terjalin koordinasi saru sarna lain, serta pemberlakuan kebijakan secara 
tersegmentasi jelas mengingkari ha!:ikat integrasi sistem ekologi DAS. Dalam 
jangka panjang, fakta ini akan membuat proses kehancuran lingkllngan 
berjalan makin cepat sehingga benar adanya bahwa watershed ecological 
crisis has a very deep root ill the environmental governance crisis. 
Pertanyaannya kini adalah, bag1imana car a mendekari penyelesaian 
masalah kehancuran lingkungan dari perspekrif governance·reform tersebllt? 
Dapatkah kecrnderungan rumbuh dan menguatnya regional egocentricity -
akibat UU otonomi daerah - yang berporensi destrukrif terhadap 
sumberdaya alam dan lingkungan bisa direkan mela!ui '..~~~I'~ 

pembaharuan sistern tata-pemerintahan lingkungan? Bagaimanakah 
strategi environmental governance reform disusun menjadi jawahan Yang 
mcmac1ai untuk m<:njawab permasaiahan di atas? Bagaimana 
menumbuhkan ruang koordinasi dan ruang komllnikasi yang kondusif 
bagi terciptanya good-environmenral governance system? Benarkah ide-ide 
pa.rtisipasi, kemitraan, desentralisasi dan keberlanjutan slImberdaya alam dapar 
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ditegakkan dalam sistem tata.-pemeri.ntahan sumberdaya alam dan 
lingkungan yang barul' Persoalan apa saja yang segera muncul dalam 
penumbuhan tata:kelembagaan sistem tata-pemerintahan lingkllngan yang 
baru? Bagaimana pentahapan implementasi strategi pengemSangan tata­
pemerintahan lingkungan di lapangan? 

PEMBAHARUAH SISTEM TATA-PEMERIHTAHAH SUMBERDAYA ALAM DAS 

CITAHDUY: KOI'!SEPTUALlSASI GAGASAH 

a. Dimensi-Dimensi Sumherdaya Alam Daerah Aliran Sungai 

Secara alamiah, 8.liran sungai mungkin terhambat dan berakumulasi di 
beberapa titik di kawasan hilir sebelum akhirnya terbua·.1g ke laut. Pada 
titik-titik tersebut, dapat terbentuk gemngan-genangan yang bersif?t 
temporer ataupun permanen. Pada sinlasi d;mana keaciaan vegetasi tidak 
memungkinkan dukungan kapasitas simpan air (water retentia,\ cdpaciry) 

secara memaJai, maka genangan air alan memer!ukan waklu yang lebih 
lama untuk mengalirkannya ke laut. Pada ekosistem yang terganggu, 
maka genangan akan terjadi secara permanen. Masalah lingkungan 
muncul bila, genangan perman en terjadi di pemukiman dan kawasan 
pert::mian yallg tidak dikehendaki. 

Dengan demikian, DAS secara biofisik mem~inkan peran sangat penting 
dalam mengendalikan neraca sumberdaya air dengan mengalirkan 
kelebihan pasokan air ke segenap kawa,an. Namun DAS juga berpotensi 
berpotensi menghadirkan b'lnjir dan merusak tatanan ekosisrem cii 
h.wasan hilir, bila "tinght kesehatan lingkungannya" tidak dijaga. Aliran 
sungai berpotensi menimbulkan kerusakan alam di kawasan hilir 
uikarenakan adanya karakter da~a rusak air yang secara inheren 
terkandung pada aliran air. Melihat keterkaitan antar kawasan yang 
:-angat erat, m"ka upaya pengendalian daya rusak air akan sulit 
menghasilkan hasil memuaskan bila dilakukan secara individual dan 
terpisah-pisah. 

Dengan derajdt kompleksitas dan kuatnya jalinan keterkaitan antar 
dimensi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang cukup tinggi, maka 
persoalan memelihara derajat "kesehatan lingkungan" sebuah DAS pun 
seringkali tidak seclerhana. Secara bi'Jfisik, clerajat "kesehatan 
lingkungan" suatu DAS akan clap at dipernhankan pada tingkat yang 
cukup baik, jib DAS mampu menjamin ketersediaan air-bersih untuk 
kehidupan pencluduk clan industri, serra mampu memasok air irigasi 
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untuk kebutllhan aktivitas produksi perranian dengan baik. Sebaliknya, 
bilamana kondisi bicfisik ekosistem DAS berada dalam keadaan wsak 
(ditandai oleh luasnya lahan kritis atau tanah gundul yang tak bervegetasi 

ataupun tingginya derajat pencemaran air dan sedimentasi), maka 
kehidupan sosial-ekonomi dan ekologis di kawasan tersebut dipastikan 
terganggu. Secara sosiologis-ekonomis, "kesehatan lingkllngan" DAS 
dikatakan lestari bila eksistcnsinya dapat menopang tingbr kehidupan 
masyarakat hari ini dan generasi mendatang sec"ra stabi!' Secara sosie­
politis, DAS yang derajat kesehatan lingkungannya baik adalah DAS yang 
tidak menimbulkan perpecahan pada masyarakat, utamanya pada 
golongan-golongan yang berbeda ideologi dan kepentingan. 

Dalam hal ini, sejumlah aktivitas sosiakkonomi yang dianggap sebagai 
faktor penekan kesetimbangan ekologis DAS Citanduy selama ini, antara 
lain: '(1) penggarapan tanah pertanian lltamanya di persawahan, yan'g 

membawa konsekuensi erosi dalam jumlah yang tidak sedikit, (2) prahck 
pembukaan lahan melailli teknik yangrentan terhadap bah~ya erosi - di 
kawasan DAS Citanduy dikenal secara . tradisional dengan teknik 
"ngaguguntur" yaitu membllka lahan (land clearing) dengan ca ra 

penggundulan ranah tanpa menghirallkan kemiringan tanah dan faktor 
C:atangnya hujan. Cara ini diklaim oleh beberapa studi scbagai teknik 

yang sangat berisiko terhadap erosi dan sedimentasi, karena derajat 

exposure tanah terhadap preslpltasi terlalu tinggi (3) aktivitas 
pertambangan di permukaan tar.ah dar, penambangan batu-pasir-kerikil 

eli sepanjang water-body DAS, «) penebangan hlltan yang tiLiak terkcndali 
baik secara legal ataupun illegal, (5\ aktivitas industri yang membuang 

limbahnya di sungai tanpa didahului oleh pengolahan limbah terlebih 
dahulu, (6) kttrangnya bangllnan fis;k pengendali daya-rusak air, 
(7) kegagalan konservasi sumherdaya alam akihat faktor-faktor sosial­

ekonomi, politik, dan sistem administrasi. Secara sosial-ekonomis, 
kehancuran ekosistem DAS mengancam keberlanjutan sumber nafkah 
penduduknya. Secara ekologis, kerusakan DAS mengancam kelestarian 
alam dan menekan derajat keragaman hayari yang dimiliki olch bw:\s;]n 
itu (eliminc.te critical natural habitat sites, thereby limiting biodit'ersity in the 

watershed) . 

Dengan didasarkan pada adanya resiko krisis ekologi dan dengan 
mempertimbangkan dimensi-dimensi penting ::;umberdaya alam suanl 
DAS, maka upaya penyelamatan lingkungan dapat ditcmpuh melal,ui 

beberapa kemungkinan atau cara. Pertama, kor.servasi melalui pendekatan 
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fisik atau rekayasa teknis-sip11 adalah pendekatan pragmatis yang llmllm 
dilakukan unruk penyelamatan el~osistem daerah aliran sllngai. TermaSllk 
dalam kategori pendekatan pertama adalah pembangunan bendllngan 

untuk menampung cadangan air, pembangunan turap sebagai penyangga 
pinggiran sungai sebagai pengendali erosi pada badan sungai, serta 
pengen:kan sedimen. Kedua, pendekatan bio-fisik melalui konservasi 
sumberdaya alam via penghijauan atau penanarnan bibit 
pohon/tanaman keras di kawasan tangkapan air. Masih dalam ranah 
konservasi adalah penerapan teknik pertanian yang akrab dengan 
lingkungan alamo Penetapan kawasan lindung dnn hutan konservasi 
adalah bagian yang juga pentilig dari pendekatan kedua . Pendekaran 
ketiga adalah rekayasa kelembagaan di ruang sosio-politikal pe'1gelolaan 
sumberdaya alam DAS. Termasuk dalam pendekatan ketiga adalah 
penguatan kapasitas ekonomi dan keleml::agaan konservasi lokal. 
Pendekatan terakhir ini lebih banyak menyenruh dimensi ruang sosial dan 
!cultural dari sebuah DAS. Dari ketiga pendekatan tersebut, pendekaran 
ketiga adalah yang selama ini paling sulit dilakukan karena melibatkan 
faktor-faktor yang tidak mudah dikendalikan (menyangkut perilaku, 
keinginan dan beragam aspirasi manusia). Oleh karenanya, fokliS dari 
telaah pad a working.paper ini pun diarahkan kepada pendekaran kcriga, 
yairu renyelamatan sumberdaya alam dan lingkungan DAS CitandllY dari 
perspektif pembaha',llan tata-kelembagaan serta tata-hllbllngan sosial­
politik dalam si~tem tata-pemerinrahan. 

b. Rancangan Kelembagaan Partisipatif: Dewan Sumberdaya Air 
(DSDA) 

Desenrralisasi adminisrratif dalam pengelolaan sllmberdaya ?lam DAS 
CitandLlY diarahkan kepada terciptanya good parrr,ership.based environmental 

governance. Desentralisasi administratif da~am tata-pemerinrahan 
sumberdaya alam dan lingkllngan DAS tampil dengan munculnya 
"Dewan Sumberdaya Airll" (DSDA) pada saruan DAS CirandllY yang 
berisikan representasi beragam pihak dengan s;.stem nilai dan ideologi 
serta memperjuangkan kepentingan berbeda-beda. Kelembagaan DSDA 

11 Pembentukan Dewan Sumberdaya Air tetap mengacu pada upaya pelestarian sumberdaya alam 
dan lingkungan secara keseluruhan. Isyu 'air' mer,dapat renekanan khusus Lalam hal ini 
di5ebabkan satu alasan, bahwa kerusakan sumberdaya alam apapun bentuknya, akan selalu 
berakhir pada penurunan derajat kualitas dan kuontilas air bagi kehidupan manusia dan 
komponen ekosistem lain. Alasan inilah yang digunakan mengapa pembaharuan tata­
pemerntahan sumberdaya alam dan lingkungan di DAS Citanduy mengambil isyu air sebagai 
focal point. 



AlUltilil Siste!r Tata·PemerintaMn Lingkungan 194 

srlanjumya memiliki scope of authority yang luas mencakup: SUPl!rvlSl, 

advokasi, monitcring, pengawasan, joint-decision making /lrocess, land-use 

planning, gmnting rights, hingga berperan menjadi pusat kekuatan kontrol 

atau sebagai "watch-dog" dalam manajemen DAS. 

Sebagai kelembagaan penampung alokasi kekuasaan d:ui otritas ncgara, 
DSDA bekerja secara lintas sektor, linni.s kepentingan, lintas kawasan, 
lintas hirarkhi otoritas administrasi lingkungan. DSDA akan lebih banyak 
bekerja pada tataran makro dengan satuan wilayah sungai (DAS) sebagai 
unit-kerjanyd.. DSDA sebagai kelembag'lan partisipatif, diisi oleh unsur 
otoritas administratif negara (instansi p~merintah terkaiL), CSA/NGOs, 
dan swasta. Unsur akademik dalam DSDA diwakili oleh perguruan 
tinggi. Sebagai penyeimbang kekuatan politik ekologi, DSDA akan 
bertidak kritis terhadap keputllSr.n-kepurusan yang dibuat olch negara 
sebagai pihak yang menjatankan fungsi regulasi. Namun demikian, 
DSDA akan tetap menjadi forum non-politik-praktis. SeSa~ai 

kelembagaan profesional di bidang manajemen DAS, DSDA memiliki 

kewajiban untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat 
proaktif-konsttuktif kepada pemegang otoritas regulasi di · bidang 
sumberdaya alamo 

DSDA memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian masyarakat dalam 
pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan DAS. ldeologi sustainability 
yang dianut oleh DSDA diarahkan pada pencapaian tiga rujuan sekaligus, 
yaitu: (1) pencapaian dcrajat kesejahteraan ekono.l1i masyarakat - arrinya, 
DSDA ber.:>rientasi pada pengurangan angka kemiskinan secara berard, 
(2) pencapaian derajat keselarasan kehidupan sosio-politik dan sosio­
:Zultural dalam masyarakat, dan (3) pencapaian kelestarian Iingkungan 
yang menjamin kepastian sistem nafkah bagi generasi kini dan 
mendatang. 

c. Pclibatan Sektor Masyarakat Sipil via Jaringan Kemitraan dalam 
DSDA 

Terdapat sebuah asas yang telah menjadi ocientasi penting pada tata­
pengelolaan dan pemanfaatan DAS yang lazim dikenal oleh banyak 
orang, sebagai: "one river, one plan a'1d one management" /lrincipk. Artinya, 
pengelolaan sumberdaya alam :)AS semestinya menganut asas-tunggal, 

dimana sekat geografis an tara wilayah hulu-tengah-dan-hilir, tidak boleh 
menyebabkan sistem manajemen DAS harus berbeda antara satu dengan 
lain lokalitas. 
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Namun, kenyataan menunjukkan beberapa hal yang berbeda. As?s di atas 
sangat sulit ditegakkan dan diwujudkan di lapangan Destabilisasi 
lingkungan selanjumya menyebabkan "ketidakpastian" dukllngan 
ekosistem terhadap dukungan kehidupan nafkah masyarakat yang hidup 
di kawasan DAS Citanduy. Untuk mengatasi resiko dan ketidakpastian 
ekologi[, diintroduksikan tata-kele:nbagaan baru dalam sistem tata­
pemerintahan lingkungan alam DAS Citanduy. 

Sistem kelembagaan dalam tata-pemerint<than sumberdaya alam yang baw 
tersebut harus mampu menekan semangat kompetisi dc>n konflik antar 
pihak yang diyakini bisa berdampak sangat destrukrif terhadap eksistensi 
alamo Sistem yang Laru juga bersemangatkan decentralized governance 

system, dimana menjunjung tinggi prinsip partisipasi antar pihak. Sistem 
tata-pemerintahan baru diharapkan juga rr.emperjuangkan good 
environmental governance yang menurut Work (2001) berarti bahwa 
sistem tata-pemerintahan tersebut memastikan bekerjanya proses-proses 
politik, sosial dan ekonomi yang berbasiskan kesepakatan-kesepakatan, 
kesepahaman-kesepahaman, saling-pengertian (broad consensus) dalam 
masyarakat, dimana aspirasi semua pihak tertampung dalam perumusan 
kebijakan dan alokasi sumberdaya pembangunan, tcrmasuk golongan 
termiskin dan kaum perempuan. DSDA yang dibentuk di aras DAS 
clipandang mampt; mengemban amanat-amanat di atas. 

Buckles and Rusnak (1999) men'gemukakan bahwa manakala prinsip 
keterwakilan dalam sebuah kelembagaan publik terjaga dengan baik, 
maka kepurusan-kepurusan yang dihasilkan akan lebih relevan dengan 
kebutuhan lokal, membumi (down to earth) serta mampu menciptakan 
"sense of local ownership of i~entified proUems and solutions". Dengan sifatnya 
yang demikian, maka keberlanjutan manajemen sllmberdaya alam (DAS) 
secara jangka panjang dapat dijamin. Secant teoritis, terdapar rig" ruang 
sosial-politik dimana setiap elemen yang berada di setiap ru:lng harus 
mendapatkan kesempatan yang sarna unruk berpartisipasi dalam 
kelemhagaan pengelolaan sumberdaya alam - DSDA (Gambar 22). 

Dahm sistem tata-pemerintahan berbasi5kan kemitraan (DSDA), 
dibangun kesepakatan dan konsensus yang dibentuk oleh riga pihak 
berbeda dimana masing-masing pihak mewakili ideologi politik dan 
ekonomi yang saling berlawanan. Dalam hal ini negara, masyarakat sipil 
dan swasta membawakan watak dan pandangan politik yang distinct. 
Setiap pihak menghendaki cara pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai 
dengan ideologinya. Negara selama ini memperjuangkan rezim (sistem 
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pengaturan) senrralisme, se111entara masyaraiz;;t sipil menghendaki 
kolektivisasi pe111anfaatan sumberdaya alamo Sektor swasta yang biasanY3 

meuganut paham maksii11isasi keuntungan dan hedonisme, menghendaki 

rezim privatisasi dan individualisasi sebagai solusi untuk me!1ekan resiko 
kehancuran sistem ekologi atau :mmberdaya alamo 

State or Government 
AuthorilY -7 

state centr~lisnl ide,.>logy 

I 
Civil Society 

(Civil Society A,sociarion,. 
Non GOI'ernmental 

Organization) -7 colkcth';,m­

populi!im idelllol()' 

DEWAN 
ST)MBERDAYA 

AlRDAS 
CITANDUY 

\ 
Private Sector -7 

indiddllalim­

liberalism/ profit 
maximizing id~olll)..'Y 

Gambar 2L.. Ruang-Ruang Kekuasaan Pembentuk Partnership-Based 
Environmental Governance System (DSDA) 

Sistem tata-pemerintahan sumberdaya alam dan lingkungan yang 

desentralistik-partisipatif via DSDP. akan menjadi ruang-komunikrui, ruang 

dialog-politik, dan ruang koordinasi yang mampu menghasilkan kesepakaran 
kompromistik atas pandangan yang berbeda-beda. Sehingga DSDA akan 
menjadi outlet ketegangan akibat !Jerlang::;ungnya perbedaan politik 
dalam manajcmen DAS. DSDA juga mewakili gugus resultante atas 
beragam kekuatan ide%gi politik yang dianur, dijalankan dan cli­

exercised oleh masing-masing pihak. Hal terpenting dalam mekanisme tata­
pemerintahan sumberdaya alam yang diperbaharui ini adalah menguatnya 
keterlibatan posisi masyaralwt sipil dalam memberikan pertimbangan 
untuk perumusan kebijakan sena menguamya kapasitas . untuk 
111engonrrol secara aktif eksistensi sU111berdaya ala111 di wilayahnya. 

Keadaan sep1acam 1111 tidak pernah terjadi dalam sistem tata­

pemerintahan atau pengelolaan sumberdaya alam yang bercirikan 

sentralisme-otoritarianisme sebagaimana yang telah berlangsung sepanjang 
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era Orde Baru. Kesediaan nega:-a (dan juga swasta) untuk 
n~endevolusikan .sebagian otoritasnya bpada masyarakat ~ipil adalah 
idnovasi tata-pemerintabn sumberdaya alam yang sangat berarti. Dengan 
sJmangat untuk selalu mencari "jalan tengah", menciptakan suasalla 
keselarasan antar-pihak, dan suasana kolaboratif-non konfliktual sena 
suasana yang lebih kompromistik, maka karakter partnership-based 
environmental governance system akan menampilkan ciri-ciri (lihat 
Tabel33); 

(1) perubahan peran dan relasi sosial, dimana semua pihak rnenyandang 

critical role untuk diperhitungkan dalam manajemen sumberdaya 
alam, sehingga setiap pihak adalah manajer yang penting dalam 
setiap proses perencanaan, pengambilan kepllntsan, ehekusi, 
implementasi, monitoring, peI'gawasan serta saat memetik manfaat 

(hd hasil penerapan sebuah kebijakan. 

(2) mempenimbangkan dan mengapresiasi kepcntingan sosid, ekonomi dan 
ekologi secara sekaligus dan seimbang (to protect, conserve and restore 

watmhed functions while cor..siderir.g the variety of social and economic 
benefits of those functions for the sake nf the whole society of the region). 

Artinya, manajemen DAS selalu berotientasi pada penyelamatan 
lingkungan-ab.m, kesejahteraan manusia dan masyarakat, se,·ta 

kondisi mikro dan makro perekonomian di kawasan DAS. 

(3) menjunjung tinggi prinsip integralisme dan inklus i~'itas, dimana hroad 

range of values yang diyakini oleh para pihak diwadahi secara 
akomodatif dalam proses manajemen melalui pE'libatan wakil-wakil 
dari beragam golongan Kepenringan dari lapican sosial yang berbeda· 
beda (cross ·section of :he society and community), Dengan prinsip 
integralisme, potensi konflik antar pihak sudah bisa diselesaikan 
pada saat proses perencar;aan dijalankan. 

(4) menghendaki komitmen jangka panjang para.pihak dalam manajemen 
sumberdava alamo Komitmen menjadi titik kritikal bagi suksesriya 
peneydamatan DAS, karena strategi manajemen DAS harus selalu 
disesuaikan mengikuti pelUbahan keadaan setiap waknt. Dalam 
banyak kaSllS selam? ini, watershed mc..nagement planning selalu tidal 
pernah mencapai taraf penyelesaian yang sempurna unruk semua hal 
(alkmbacing issues), Dalam Gtarregi manajemen DAS sela lu 
diperlukan adaptasi ulang (recurrent :rdaptive management) atas 
pendekatan yang dipakai. Hal ini terjadi, karena sckali masabh lrtm ~ 
terselesaikan akan muncul masalah banI. 

i' 
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Tabel 33. Perbedaan Karakeri~tik Partnership-Based Environmental Governance System 
dar Tata-Pemerintahan Scntralisme dalam Manajemen DAS 

Karakteristik Sistem T .ta-F emerintahan Ungkungan Sistem Tata-Pemerintahan 
Sentralisrik Ungkungan Berbasiskan 

Kemitraan (DSDA) 

eara panLang Pengelolaan ,umherdal'a alam didomina.,i Integrasi tiga pihak (negara, 
dalam pengdolaan oleh p~ran negara. Seh~r ~wasta ma:'yarakat sipil dan s\l .. a~(a). 
sumherdaya alam Olendapatkan kon:,~si·kon :esi penrini! dnlam SeOlua pihak htrhak dan 

pemanfa3tan :o:umberda"3. :daOl dan ht'rtanggullU jawah .... ec:l.r.l Illt"rntn , 

memetik kt'untungan dad hak i~{inlt!wa berkeadibn ..... et:lr.J., demokrt'ti:t, 

ter .... ebut. Per.tI\ /prakarsa Ola .... y.liolb.t dan men~harl-.'3.i plurali~me-
sipil/m .. yarakat .dat dike<ampingkan , ideologi :\t:Tta perhedaan 

kt!po.:n ti ngan dalam man::ljel1len 

DAS, 

Etika lingkungan AntToposentrisml, dimana pandangan Ekosencrisme, diman::a manusia dan 
reihadap iingkun)!:an cendt::run~ Lllt::yakini alalll h~r;lda pada pu~isi ~t'j:1iar. 
bahwa sumbe rdaya alam seharusnya Sa;ns dan t~knolugi yang 
dieksploita. ... i untllk kt!::)ejahterJ.an manusia. digunakan terbeba.c;kan dari :-Mat 
Kon!'eryiJ.:·.;j alam hanya kehijakan pelengkap yang mt."iu~ak alamo 
dan st'kedar rttorika polirik. 

Orientasi politik Kepentingan I'L'sat-kekuasaan didahulukan, Kepenting.n masyarakat/~~ 
dan kebij.kan sementara kepentingan ma~yarakar/1okal didahulukan . Otllrita.~ negara 
pengelo laan DAS sebagai "pinggiran It dike~ampingkan. menjamin t "iln~paran:-;.i, 

akunta~)i1im:t. kemer.l.[aan, dan 
keadilan pro .. oes manajenlen DAS. 

Strategi dalam P(!merintah pu:;at :tebagai pemegang nmrira.-; Mu:ri,,,,k<f,,,idm atau para-I'ihok 
pnUnlu:\an uranla dan CUnR.I!31 d.dam manajt'mt'n CAS. herkontrihu:ti :tt'cara :'t'imhan,lZ 
kebijakan dabm prose:; manajer:lt'n DAS. 
man.jemen DAS 

Ruang Tidak terben:e k, karena t;dak dibutuhkan Sangat penting dan mudak sebagai 
komunikasi# kehadiranny., wahana komunikasi antara negara, 
koordina.c;i .~os ial# swasta. dan masyarakat sipil. 
politik antar pih.k 

Komitmen para Negaroi terikat seC3ra jangka panjang dalam Semua pihak terikat pada 
pihak dalam O\anaj~men DAS. Mas)'arakat ,ipil dan kUOIicOIt:'1l jangk:l panjan~. 
manajemen DAS :o.","':l:,ta hanya menjalankan pt'ran 

konsultatif. 

Struktur NelZara mellJ!ua:;:J.i por~i terbesar kekua:o:aan. Kekua:\aan terdistribusi mer.utI. 
kekuasaan pnlitik Tidak ada dimihu,i kekua<aan dari Ne~a ... , :teca ra prupur:;iunal kt' :,rmU;t 

ekologi DAS pihak (Nt~ra. Swa,:o;ta, Masy;!,rakat 
Sipi!), 

Ked.laman Negara. mengajak masy:uakat sipil dan Depth of parridparion mencapai 
pemahama.l atas swasta hanya sebat~s pada pelllbentukan derajat palinR d.l,m dcnj/an 
gagasan kesepakatan (consensus building) atau proses terbentuknya struktur kemitraan. 
participatory konsultas' publik, atau ke .:ika nell3-fOl melepa~ kan 
wa",,,hed uturitasnya dan mendllrol1g :tekcor 
management lain md.kukan ,df.mana~enunt. 

Peran dan -da.,i Negara sebagai pemrakarsa dan manajer Semua pihak dianll)r.lp seh.~ai 
SUShll dala m dominan ,jabm m:majemen DAS. reran pemmkarsn dan pen~.:lula "an/.! 
manajemt:'n DAS kriti. dijalankan oleh CSA/NGO., setar.!. SenlU3 pihak h~rpt'rn" 

st'cara kriti:; . , 
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(5) menghendaki kerelaan/kesediaan semua pihak untuk mmerima 
perbedaan dan sanggup mmgurangJ wilayah kekuasaannya (willingness to 

reduce the power) sebagai konsekuensi hadirnya pihak lain dalam 
sistem manajemen DAS. 

Pada intinya tata-pemerintahan sumberdaya alam berbasiskan kcmitraan 
mengantisipasi konflik sosial dan menghargai perbedaan kepentingan 
sebagai fakta dan keniscayaan sosial. Konflik dan perbedaan kepentingan 
dapar ditekan "daya-rusaknya" terhadap tata-kehidllpan sosial, bukan 
elelalui pendekatan power,op!Jression melainkan melallii komllni!zasi dan 
membangkitkan kemitraan. 

d. Peta Keknatan Sektor Masyarakat Sipil dalam DSDA 

Dari hasil identifikasi lapangan diketahui bahwa, asosia~i-asosiasi 
masyarakat sipil ci lima pemerintah kabupaten/kota (Kabupaten 
Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan 
Kabupaten Cilacap) yang wilayahnya dialiri oleh DAS CitandllY, 
buhnlah entitas yang homoge,l. Dalam "ruang" masyarakat sipil 
dipenuhi oleh organisasi CSNNGOs yang berbecla arah ideologi dan 
afiliasi organisasi. Derajat kcsiapan CSA/NGOs untuk ll1enerima 
devolusi kekua~aan dari Negara, juga sang at bervariasi. Secara umllm, 
tidak banyak NGOs yang mengambil posisi kritis.fundamenralistik.mdikalistik 
dalarn mpmperjuangkan isyu-isyu penyelamatan li.ngkllngan. 

Suhu politik lokal yang didorong oleh semangat penentangan dari NGOs 
sempat meningkat sesaat manakala pemerintah pusat merencanakan 
pengalihan alur Sungai Citanduy dari muaranya di wilayah Kabupaten 

Cilac.ap ke kawasan Pangandaran di Kabupatw Ciamis. Pengalihan aim 
tersebut dianggap akan membawa konsekuens: Iingkungan yang sangat 
merugikan kawasan Pangandaran sebagai daerah pariwisata. Pada intinya, 
NGOs menolak karena Pangandaran akan menjadi kawasan 
penumpukan sedimentasi yang dibawa oleh Slingai CitandllY. Selain itll, 
proses pengendapan lumpur, akibat proyek yang dikenal dengan nama 
"proyek sodetan"(di awa.l dekadc IOOO-an} tersebut dipcrkirakan akan 
mengurangi daya-tarik Pangandaran sebagai kawa5an wisata pantai. 
Seterusnya, sehingga dengan berkurangnya daya-tarik kawasan wisata, 
maka jumlah wisatawan dan belanja wis?ta akan memirun puJ~ . Hal ini 
berarti akan mmurunkan sumber' penghasilan dan meningkatkan derajat 
ketidakpastian ekonomi masyarakat lobI yang menggannmgkan sebagian 
besar sumber nafkahnya pad a sektor pariwisata. 

• 

I 
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Dad hasil beberapa diskusi disimpulkan bahwa, meskipun gerakan 
penentangan "proyck sodetan" dilakukan oleh NGOs lokal, namun ide­
ide perlawanan dan konstruksi ga~asan secara intelekrual pada awalnya 
t~taplah datang dari kekuatan organisasi gerakan sosial eksternaL 
Kekuatan ekst~rnal yang pelopornya adalah NGOs dari ibukota provinsi 
Jawa Barat secara akademik memang memiliki keunggulan. NGOs dari 
tingkat provinsi tersebut memiliki cara berpikir dan kapasitas keilmuan 
yang lebih memadai daripada NGOs lokaL Meski demikian 
persenyawaaar. dan penyatuan p(;rjuangan penentangan "proyek sooetan" 
oleh NGOs lokal dan non-lokal menjadikan ktduanya sulit dibedakan. 

Setelah "proyek sodetan" dinyatakan batal oleh Pemerintah Pusat dan 
berakhir dengan "status quo", Sllasana penentangan oleh NGOs pun 
menyurut. Secara keseluruhan suasana non-resistensi yang ditunjukkan 
oteh NGOs to kat ini dapat dipahami, karena kawasan Jawa Barat dan 
Jawa tengah Selatan dimana DAS Citanduy berada, memang secara 
historis jauh dari suasana konfl;k-dan-pertentarigan. NGOs jarang 
menempatkan diri pada posisi kritis melawan Negara. Meski demiki?n, 
fakra menunjukkan bahwa, manakala sebuah kebijakan dijalankan 
dengan mengabaikan keb~radaan dan aspirasi lokal, maka semangat , 
penentangan NGOs akan segera bangbt. Kegagalan 1:1erealisasikar~ I 
"proyek sodetan" menjadi proyek lingkungan yang nyata di kawasan DAS 
Citanduy adalah bukti faktual akan kegagalan proses-proses perencanaan 
yang tidak partisipatif dan terlalu berorientasi pada kepentingan otodtas 
pusat serta sepihak. 

Bila dikategorisasaikan berdasarkan derajat kerjasama ataupun 
penentangannya terhadap Negara, maka ditemukan lima tipe 
CSA/NGOs yang berperan sebagai kekuatan gerakan sosial masyarakat di 
lima kabupare:-./kota tersebm. Tipe-tipe itu adalah (lihae Tabel34): 

(1) Tipe suplementer atau se!Jagai tambahan-pelengkap. CSA/NGOs 
yang bergerak di kawas"n DAS Citanduy sengaja mengambil posisi­
alesi dan bergerak sekedal mempe.kaya tugas administratit~ 

pembangunan yang secara dominan dijalankan 0leh negara atau 
pemerintah. Tanpa aksi dari NGOs pun tidak akan berkurang skala 
aktivitas yang menyentuh kawasan tersebut. Tipe ini biasanya 
melakukan kerjasam2 dtngan negara secara baik. 
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Tabel34. Peta Kekuatan Sosio-Politik CSNNGOs di Kawasan DAS Citanduy, 2004-2005 
Nama 

NGO/CSA 
\di.inllkat) 

"FM" di 

Kabupaten dan 
Kora T .. ik· 
malaya (aliansi 
beberapo NGO) 

'YBR" di 

Kabupacen 
Cianli~ 

~GS"di 
Kabupaten 
Ciami. (aliansi 
empat NGO,) 

"KCO" di 

Kabupaten 

Ciami. dan Kota 

Banjar (alian.i 

.<mbilan NGO 
dan CSA sepcrti 

k~lumpolc rani 

dan ndayall) 

"LBOS· di 

Kabupaten 
Cilacap 
(gabungan 

beberapa 
lembaga 
penlberdayaan 
nta,,'arabt de",,) 

'WPSA" di 
Kahupat<n 
CiI.cap 

,i 

ldeol ')~i Puliti, 
dln Tipe rdasi 

kekuas.an 
CSA/NGQ.. 

N!gara 

-EmpowtJ'll\enc", 
bertipe 
$uplementer 
.tau 
kO\llplementer 

terhadap 

neJr-lfa. 

"Ent1TOnmtn­

IalUm· 
constn'C20sm I 

bertipe 
hubungan kerja 

,upkmen'" alau 

kompkment" 
t .. hadap 
net!3T'l. 

" En\'ronmtn~lis 

m· 
da",lopmcnlali,m 
", bertipe 

$uplementer 

terhadap 
negara. 

.. Environmt:nralis 

IT\­

da'elop11llnlalilm 
", hertipt:' 
suplementer 
n ;!mlln a~ak 

mandiri dalam 
)leralcannya. 

"Em1rOnmlncalis 

IT\­

cmpowerm.cnt" 

dan bertipe 
~uplem '! nter 

dalam 

~erakannya 

"Demokratismt 
dan he tt ip< 
ind~penden 

dalan> 

~<rnkannya 

SUl1lber: data primer (diol:lh). ~OO5 

Konsentrnsi 

G.rakan dan 
Perjuangan 

ldeulugi 

Pemberdayaan 
basi~ ekonomi 

pertanian 

ma"l'arakat lobI. 

Pt'nyt"l:lmar~n 

,umherday. alam 
da n kon.c.er\,asi 
situs peninggalat, 
sejarah Kerajaan 

Galuh di Ciami •. 

Pde . ..:tarian 
~kus i""tem hutan 
d.n air di Gunung 
Saw.!' Kawa:;an 

ini dikenal sehagoi 
mata-air Sungai 
Citanduy 

Secara ke~ejarahan 
CSA ini muncul 
.. bapai jalan­

keluar terjadinya 

knn'lik antar 
NCO ::aat wacana 

"proyel ~udetan" 

diRulirkan. 

P~nyelamatall 

d:o~i~tem ':;cgara 

Anakan sebagal 
muara Sungai 
Citanduy dall 
;>emberdayaan 

ekonomi Suku 
"Kampung LaIH-
M~mpt'riu .. nJ.!k;,n 

[erclptJnY3 cit4 
sacier, yang 

men~har~ai hak. 
hak lokal 

J.rak Puliti, 
NGOs/CSA dellgan 

Ne~.ra 

Sangct dckat ,tengan 
,egara. Beberapa 
pmyek didanai oleh 
pemerintah dat'r.lh. 

Sangat dilen, dt'n~nn 
seh~r n~~ra. 

Beh,rapa proyek 

didanai oleh 

prmerintah pusat, 
daerah, dan .s"n,i 
.. in~(AOB) 

Sangdt dckat de"~.n 
n~J..rar.l . CSA ini 
diban~un oleh 
in~tan~i !'ektoral 

kehutanan di wil.yah 
administratif 
""etempat. 

Dekat hin~a t .... f 
t<rtentu (ada proyek 

yang didan.i oleh 

nel£ara). PLlsi~i 

po!ithmya 
independ~n dan 

menjill.H ",adah 
",(craknn kontrQ 

d itisrT1.(" n~J..'ilra. 

Dckat denJ,!an llt'J.!ara. 
karen. dibina uleh 
otorita~ pemerinrah 
daerail setempat 

TiJak ad:1 kt'ri;'t~aO\a 
dan dukull ,l!an dana 
ilp:lpUn dari nt'WHil 

Klmli[nl~n terhadap 
llpaya rele~[arian 

OAS Cit."du\, 

SUPPOrti\~ -
mendukung 

Pl·lt':'l:lrmn :lbn. 
OAS Cirandul'. 
'Ipaya peny~l:lm:Jtan 

m.syarakat adat 
kampung Kuta, dan 

hutan Karan~ 
Kanluliaan 

SanJ..~[ 1l1endllkul1),!. 

Sangnt pedu[j, 

namun hukan 

berarti pga~an# 

J.!OlJ.!a$an NG~ di 
dab", CSA ini 
hl'Il\Ul!t!n (~~arah) . 

St'wju padn ul.mY:1 
pt'nydam3ran DAS. 
utamimya jika hal 
i~u 

dikonsentrasikan di 

daerah hilir/muara 
Sungai Cit:lnduy. 

Rt"I:1[il nt'tr:11. 
namun CSA mi 
mendllkun~ upilva 

pd~$taria.n knwa:,an 
pt!si$ir tt!rma$uk 
muara Sun,l.'3i 
Citanduy 

I 
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(2) Tipe komplementer atau memperlengkapi fungsi' yang kurang 
dijalanbn oleh negara. Artinya, CSA/NGOs mengisi ruang.kosong 
yang selama ini ditinggalkan oleh n~gara. Tipe kerjasama antara 
CSA/NGOs dengan negara bisa berbentuk kolaborasi, namun bisa 
juga independen. 

(3) Tipe mbstitusi berarti bahwa CSA/NG'Js menggantikan ti.mgsi. 
fungsi perubahan atau rramformasi sosial yang seharusnya 
dijalankan secara konsrruktif oleh negara. Tanpa peran dan gerakan 
aksi dari CSA/NGOs, maka fungsi perubahan sosial tidak abn 
berlangsung. 

(4) Tipe adversial ditemukan pada CSA/NGOs yang memposisikan diri 
sebagai opponent negara. Konstelasi posisi politis CSA/NGOs yang 

adversial meliputi NGOs yang selalu melakukan pr:nentangan dan 
menempatkan diri pada posisi kritis atas fungsi yang dijalankaI' oleh 
negara. NGOs tipe ini selalu mengambil posisi diamerral·melawan 
aliran politik yang dianut negara. 

(5) Tipe bebas atau independen atau pelopor adalah bagi NGOs yang 

bergerak secara advanced mendahului inisiatif dan fungsi y~ng 

dijalankan oleh negara. NGOs tipe ini dikatakan sebagai "beba.;", 
karena posisinya dan gerakannya samasekali tidak tergantung arall 
tak rr.emandang sejauhmana negara telah atall sedang melaku~an 
aksi. 

Dari hasil pengamatan, setiap CSA/NGOs yang bekerja di lima 
kabupaten/kota di kawasan DAS Citanduy memi;iki derajat kedekatan 
tertentu dengan institusi negara. Semen tara itu, tidak 5emlla NGOs yang 
ada memiliki perhatian yang cukup besar terhadap "nasib" keberlanjutan 
sistem ekologi DAS Ciranduy. Faktor "jarak·politis" terhadap negara dan 
"jarak perhatian/kep-rihatinan" terhadap kelestarian atau "kesehatan 
lingkungan" DAS Citanduy akan menentukan seberapa besar 
kemungkinan proses-proses kolaborasi atau kemitraan d"lam manajemcn 
DAS Citanduy yang melibatkan CSNNGOs bisa dibanglln bcrsama. 

Peta posisi politik CSNNGOs di lima wilayah kabupaten dan kota yang 
dialiri oleh Sungai Citanduy menunjukkan fakta bahwa, . tidak ada 
satupun kekuatan masya,akat sipil yang selama ini menempatkan ciirinya 
berseberangan secara diametral melawan negara. Sebagian besar dari 
mereka bahkan harus tllilduk kepada negara karena secara histori~ 

mereka dibentuk, ditumbuhkan ca'n dibina oleh negara. Derajat 
kemandirian ekonomi nlereka pun sangat rendah, karena tingkal 
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kete:gantungan CSA/NGOs tersebut pada sumber pendanaan 
pemcrintah yang cukup tinggi. Dengan keadaan yang demikian, sulit 
untut: mengandalkan CSA/NGOs di lima kabupaten/kota tersebut 
menjadi kelembagaan parrisiparif yang mampu bersikap kriris rerhad ;) p 
negara (lihat Tabel 35). 

Meski demikian, jika DSDA adalah saru-satunya harapan bagi tercapainya 
proses pembaharuan tata-kelembagaan bagi terciptanya "keseharan 
lingkungan H DAS Ciranduy yang lestari, maka ~ahap awal yar.g perlu 
dilaku"kan bagi CSA/NGOs adalah pemberdayaan sosial-politis menuju 
kemandirian kelembagaan. Jika kemandirian ekonomi-finansial secara 
mutlak sulit (tidak mungkin) dicapai, maka minimal pemberdayaan via 

penguatan budaya pemikiran-analitls dan buda{a pol:tik bagi aktivis 

CSA/NGOs, bisa dilakukan. Dari proses penguatan kapasitas·analisis, 

daya-kritis, dan perluasan wawasan terhadap civil society actors tersebut, 
maka s~dikit demi sedikit CSA/NGOs mampu memperkllat basis 
akademik mereka. Dari titik inilah sikap kriris CSNNGOs dapar 
dibangun, meski terkesan musykil. 

Dari analisis di atas disimpulkan bahwa akan dijumpai beberapa 
persoalan dalam mewujudkan DSDA sebagai perwujudan dad proses 
decentralizing environmental governance syltcm bagi pengelolaan CPR/DAS 
yang lestari, yaitu: 

(1) Kemitraan yang terbenrl·k antara riga aktor di riga wang hkllasaan 
yang berbed,. yaitu: masyarakat sip iI, negara, dan swasta diperkirakan 
akan berjalan rimpang pacia tahap awal pembenrukannya. 
Ketimpangan kekuasaan (p01.ver inequality) terjacii, Karena p01.Ver­

domination dari sektor negara temp signifikan. Dominasi kckuasaan 
adalah keniscayaan politis, dikarenakan posisinya sebagai regulator 
dan memegang o;:oritas ke:.Iangan publik. 

(2) Langkah pendekatan struktural (membangun jejaring dalam DSDA) 
saja tidaklah mencukupi. ualam langkah membangun DSDA, 
diperlukan pendekat<tn kululral berupa proses-proses pembelajaran 
politis yang secara terus-menerus dilakukan. Posisi imtirusi akademik 
(perguruan tinggi) dalam DSDA memegang peran yang sangar 

menentukan pada titik ini. 
(3) Prose;; pengawalan penumbuhap DSDA dilakukan secara terus­

Imenerus dan setapak demi setapak untuk memandirikan masyarakat 

,sipil agar terlepas dari sindroma inferioritas vis a vis negara dan 
swasta. 

--
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Secara politis, DSDA akan menjadi seb\lah kelembagaan yang diahti 
absah sebagai lembaga yang representatif dan dapat berfungsi, jika 
kedudukanIlya disahkan meialui pengukuhan-hukum (peraturan daerah). 
Dengan pengukuhan hukum yang pasti, maka keputusan yang 
dihasilkannya pun akan memiliki kekuatan hukum yang pasti. 

DSDA SEBAGAI RUANG KOlhBORASI-PARTISIPATIF BERAGAM KEPENTINGAN 

Shackelton, et.al (2002) mengemukakan bahwa proses devolusi tata­
pemerintahan sumberdaya alam dan lingkungan tidak sepenuhn~'a 

menghasilbn pelimpahan hkuasaan dad negara kepada masyarakat sipil, 

kecuali dengan kesungguhan hati. Prasyarat lain adalah adanya political 

will yang memadai dari ;iemua stakeholders, bagi terbenruknya wadah 
kemitraan antar-pihak demi penyelenggaraan rr.anajemen DAS Citanduy 
yang demokratis, akuntabel, adil, dan transparan. DSDA adalah 
kelembagaan baru yang ditumbuhkan dari bawah untuk menopang sistem 
tara-pemerintahan lingkung1n yang certanggung-jawab, selaras dengan 
prinsip good-governance, anti-kerniskinan, dan pro terhadap gagasan 
keberlanjlltan. 

DSDA dibenruk oleh elemen-elemen yang berasal dari tiga rllang 
kekllasaan berbeda yang ju'.nlahnya ditenrukan secara seimbang dan 
;>roporsional, yaitu: masyarakat sipil, negara dan swasta. DSDA mengisi 
"ruang-kosong" dalam sistem ntta-pemerintahan lingkungan CPR/DAS, 
sehingga kehadirannya tidak akan mendistorsi otoritas yang sudah ada 
dan posisinya akan sangat bernilai sosial-politis sangat tinggi. Paling ridak 
terdapat lima peran baru yang bisa dimainkan oleh DSDA,yaitu: 

(1) Sebagai advisory agency di bidang manajemen DAS. Sebagai advisor 
ata'..! pengawas, DSD.'\ memiliki hak dan kewajiban untuk memberi 
saran konstruktif kepada otoritas administratif sumberdaya alam dan 
lingkungan di sektor ,legara dan swasta tentang penyelenggaraan 
pengelolaan sllmberdaya alam eli ' kawasan DAS Citanduy sesuai 
prinsip-prinsip dasar swtainability. Dengan demikian, DSDA secara 
administratif berfungsi sebagai badan pendamping kelembagaan 
nega.n. dalam pengelolaan DAS CitandllY. 

(2) Sebagai badan konsultasi (consultancy agency) yang berfungsi 
memberikan penimb<1ngan kepada kelembagaan publik tC'ntang 

pengelolaan DAS CitandllY. Peran strategis sebagai It''l\baga 
konsultan menuntut DSDA lintuk memiliki kemampuan analisis 
dan penguasaan data yang mutakhir. Pemahaman tentang 
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pengelolaan sumberdaya alam, dinamika kehidupan sosial, ekonomi 
serta sosio-politis menjadi kebumhan yang harus dipenuhi oleh 
segenap anggota DSDA. 

(3) Sebagai mitra lembaga eksternal (negara dan ,wasta) lIntuk 

melakukan joint decision making process dalam pengelolaan 

sumberdaya a:r DAS Citanduy. Legitimasi dari DSDA sangat 
penting d f!rrli menghasilkan kepumsan yang diakui oleh publik. 

(4) Sebagai kelembagaan rights granting dalam arti kata ikut menentukan 

atau ikut memberikan pertimbangan dan usulan konstTuktif perlu 

atau tidaknya hak pengusahaan air diberikan kcpada suatu badan 
komersial atupun badan non-komersial terrentu . 

(5) Sebagai supervising agency atau lembap,a yang ikut mengawasi jalannya 

pengelolaan sumberrlaya alam dan air di DAS Citanduy besena 
segala aspeknya. Fungsi-fungsi monitoring dan evaluasi hingga taraf 
tertentu dapat dijalankan oleh DSDA. 

Sekalipun DSDA dialokasikan unruk mengisi "ruang kosong" yang 

selama ini belum ada yang menanganinya, namun sebagai "kekuatan 

baru" dalam tata-pemerintahan su:nberdaya alam dan lingkungan, 
kehadiran DSDA pastilah dipandang "mengancam kekuas?an" pihak 

te;:tentu. Hal ini bisa clipahami, karena peran-peran yang dimainkan oleh 

DSDA, cenderung akan membatasi praktek-prakrek absolutisme 
kekuasaan politis bagi pihak tertenn:. Akror-aktor yang melakukan 

praktek KKN (korupsi , kolusi dan nepotisme) da1.am kegiatan eksploitasi 
sumberdaya alam, pun terancam kegiat?nnya. Good ' environmental 

governance akan tercapai, bila terjadi situasl dimana paling tidak KKN 
sebagai "musuh" publik dapat dikurangi "kemampuan merusaknya" cii 
kawasan DAS Citanduy. 

Dalam hal ini keterpaduan langkah dan "pelancaran pengaruh" 

(kekuasaan) antara DSDA dan negara dalam menegakkan kerjasama 

kolaboratif dalam kerangka partnership-based environmental governance system 

dapat dipetakan ke dalam empat pola relasi kekuasa3.n. Keempat pola 
relasi kekuasaan tersebur diperlihatkan dalam Gambar 23. 

I 
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1 

.. Kekuasaan 
egara Kua ~N 

II 

Gambar ?3. Empat Pola :-Iubuogan.Kekuasaan antara DSDA dan Negara 

Dari Gambar 23 tampak jelas adanya empat pola relasi kekuasaan antara 
negara dan DSDA. Ruang pertama adalah ruang ideal, yang 
merepreser.tasikan kead"an dimana interaksi kekuasaan berjalan 
seimbang all tara dua pihak yang berkolaborasi. Proses check and balance of 

power antara DSDA dan otoritas negara (pemerintah daerah) dalam 

mengelola DAS CitandllY berlangsllng dinamis dan setimbang. Namlln, 
bila exercise of power antara DSDA dan negara berjalan rimpang - salah 
satu pihak 1l1endominasi yang lam - arau berar·sebela11, mala keadaan ini 
tergambar pada relas i kekuasaan di ruang II dan IV. Keadaan 
ketimpangan sebagaimana berlangsung pada ruang II dan IV jelas Lidak 
dikehendaki oleh sep1ua pihak, karena selain akan menimbulkan 
destabilisasi sosio-politis, juga aian mengganggu kenyamanan kehidupan 
sosial-ker:1asyaraka tan di kawasan rersebut. Oleh karen a itu, tara­
pemerintahan yang baik selalu abn menghindari penumpllkan 
kekuasaan berlebihan secara sepihak. 

Kondisi paling memprihatinkan adalah relasi keku2.saan berlangsung 
sebagaimana digambarkan oleh kondisi di ruang III. Kelembagaan negara 
maupun kelembagaan partisipatif DSDA berada daIam keadaan lemah. 
Pada ruang lUI terjadilah syndro~ kegagalan tata-pemerintahan 
sumberdaya alam dan lingkungan yang baik atau bad environmental 
governance. 
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PENUTUP 

Pembaharuan tata-pemerintahan sumberdaya alam dan lingkungan CPR 
di D,AS Citanduy mengambil strategi pembaharuan tata-kell"mbag"an 
sebagai strategi utamanya. Good decentralized environmenlal governance 

system akan dapat dicapai bila "ruang ko:;ong" yang selama ini tidak ada 
SlUl pihakpun yang memperhalikannya dan menjadi kendal.a dalam 
perencanaan dan pengelolaan DAS secara partisipad, akuntabel d"n adil 
diisi dan difungsikan. Ruang-kosong tersebut diserahkan kepada sebuah 
kelembagaan partisipatif bernama DSDA. 

Kelembagaan partisipatif ini memuat elemen-elemen penyusun yang 
berasal dari tiga "ruang kekuasaan" yang herbeda yaiUl: masyarakat sip ii, 
negara (otoritas pemerintah kabupaten-kabupaten dan kota-kota yang 
dialiri oleh Sungai Citanduy) dan swasta. Dengan keanggotaan yang 
mewakili pihak-pihak dari beragam kepentingan dan ideologi, diharapkan 
DSDA akan menjadi wadah pembelajaran politik da,l pl"najaman 
kesepahaman pandangan yang k::)11duslf. Potensi konflik telah dapar 
diredam sejak dini. 

Dengan sejumlah peran dan fungsi. sosio-politis yang climilikinya, DSDA 
clapat berkolaborasi dengan negara (dar: level da~r1ah tingkat 
kabupaten/kota, provinsi ataupun pusat) dalam mengelola DAS 
Citanduy. Sangat'diharapkan terjadi kesetimbangan peran yang memadai 
antara negara (termasuk swasta) dan DSDA dalam mfngelola DAS 
Citanduy, sehingga cita-c:ta keberlanjutan dan kelestarian lingkungan 
serta k'~sejahteraan ekonomi masyarakat dapat diwl1judkan . 
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Dewan Sumberdaya Air: 
Analisis Kelembagaan dan Organisasional 
Suharno 

PENDAHL'LUAN 

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumberdaya Air (UU SDA) pada bulan April 2004 (UU SDA no. 
7 Tahun 2004) yang menggmtikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 

1974 tentang Pengairan menandai secara formal pergeseran paradiema 

tata pengelolaan (governance) sumberdava air yang berlaku di Indonesia, 

yang rintisannya telah dimulai sejak awal dekade 90-an. lsi undang­
undang in! merupakan bent1lk pengakuan eksplisit Indonesia bahwa, 

pertama air bukan saja merupakan barang sosia l melainkai1 juga 

merupakan barang ekonomi yang untllk me'1dapatkannya memerlukan 
peng0rbanan, sehingga pemanfaatanllya harus mengikuti asas efis:ensi 
dan keadilan. Kedua, karen a sifamya sebagai common pool resource maka di 

dalam pengelolaan sumberdaya air diperlukan penerapan asas 

desentralisasi, partisipasi masyarakat dan keterprtduan. 

Selain dua hal di atas, di dalam undang-undang ini juga secara eksplisit 
memberi ruang bagi semangat privatisasi yang lebih lllas, dalam 
pengertian bahwa pengalokasian sl~mberdaya air hams didasarkan pada 

asas keadilan dan efisiensi secara seimbang. Kare,1anya UU SDA ini 
memberi pengakuan yang lebih eksplisit bagi peran mekanisme pasar 
sebagai !=lola alokasi yang bisa mendatangkan keadilan dan efisiensi 
dimaksucf. 

I" ~ 

Dalam kJ~yataannya, n'Jansa privatisasi yang dibawa oleh undang-undang 
ini tidak·, serta merta mendapat afirmasi publik. Sebaliknya. nuansa 
privatisasi ini oleh sebagian kalangan pllblik justru dikhawatirkan bisa 
mendatangkan ketidakadilan, karenanya perlu dikoreksi, bahkan (oleh 
sebagian ka1.angan) perlu untuk dibatalkan. Semen tara it1l, dalam ral1gka 
memberi tempat bagi peran serta masyarakat, undang-undang ini 
mengamanatkan pembentukar, dewan sumberda'/a air pada bcrbagai 
strata wilayr,h administrasi - nasional, provinsi, kabupaten/kota arall tiap 
satuan daerah aliran sungai dengan karakteristik khusus. 


